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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil
keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan R.l. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:

0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab daransliterasinya ke

dalam huruf Latin dapat dilihgiada halaman berikut:
Table0.1 Transliterasi Konsonan

Arab | Nama | Huruf Latin Nama
Tidak
F Alif _ Tidak dilambangkan
dilambangkan
<0 Ba B Be
q Ta T Te
3 <o " Es (denganitik
L L diatas)
6 Jim J Je
Ha (dengan titik
n Ja 4 .
dibawah)
S] Kha Kh Ka dan ha
Dal D De
Zet (dengan titik
M t a t )
diatas
p Ra R Er
cC Zai Z Zet

Vii




E Sin S Es
€| Syin Sy Es dan ye
] Jad ] Es (Qengan titik
dibawah)
K Y ad y De (Qengan titik
dibawah)
A a Te (dengan titik
dibawah
i ba 3 Zet (dengan titik
dibawah)
AAin o Apostrof terbalik
M Gain G Ge
P Fa F Ef
) Qof Q Qi
L Kaf K Ka
b| Lam L El
a Mim M Em
i Nun N En
M| Wau W We
7 Ha H Ha
. Hamzah 6 Apostrof
p Ya Y Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti
vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di
tengah atau di akhir, maka ditulis dengan taidda (



B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa
Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong
dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagagrikut:
Table0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda| Nama Huruflatin Nama
F Fatdah A A

+ Kasrah I I
F Yy ammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang
lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda | Nama Huruf Latin | Nama
<l Fatiah dan yg Ai Adan |
H FaMah dan| Au Adan U
wau
Cyb: kaifa
bk : haula
C. Maddah

Maddah atauvokal panjang yang lambangnya
berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf
dan tanda, yaitu:
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Table0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan Nama Huruf Nama
huruf dan tanda
LE FatCah danalif 0 a dangaris
- - atau ya diatas
p - Kasrah danya| 1 u dan garig
atas
" éammah dan 5 i dan garis
B wau atas
Contoh
9 :mUt a

.Ta m#ahbl

Transliterasiuntukt a  niahradaldua, yaitua
ma rishiyang hidup atau mendapat harkatJédt,
kasrah, danVMammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkant a  niahryhnlg mati atau mendapat
harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengaa niahr b |
diikuti oleh kata yang memminakan kata sandaradr
serta bacaan kedua kata itu terpisah, nhaka niahr b 1
itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

1gHHP al-Gkmah
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E. Syaddah (Tasydod)
Syaddah atad a s yydny dalam sistem tulisan
Arab dilambangkan dengan sebuah tafdas y(-d ¢ d

dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda
syaddah. Contoh:
EDp :RabbanU

Jika hurufo bertasydiddi akhir sebuah kata dan
didahului oleh huruf kasraley) maka ia ditransliterasi
seperti huruf maddah (0Q).
Contoh:
nH : 6 Abukan®liyy ataué Al iy )

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan hurtif fa | i f l am. mada
Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa,-abaik ketika ia diikuti
oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidakmengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis
mendatar+). Contohnya:
EL al-syamsubukanasysyamsi
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G. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi
apostrof (6) hanya berl aku |
tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab ia berupa alif. Contohnya:

ovEN: tadmur T na

Cl :syadun

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam

Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi

adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan
dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang
sudah lazim dan menjadi bagi dari pembendaharaan
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam
tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata-®ur'an (dari al
Qu r 6Simnahkhususdanumum Namun, bila kata
kata tersebut meagli bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:Al-Sunnah gablat a d wg n

l. Lafdal | g0l ah
Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf
jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai



mu U f hi(flasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
~ Bb :donul | Uh
- B bill Oh
Adapun t a  niahr @i T akhir kata yang
disandarkan kepada (afa | jal Ol ah, dit

dengan huruft].

Contoh:
~AgeY¥Kk hum fo rahmatil | Oh

Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital @All Cap9g, dalam transliterasinya hurbfiruf
tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan}dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (aJ, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kda sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk
huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh
kata sandang 4l baik ketika ia ditulis dalam teks
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maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR).

. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid. Maka dari
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedomatajwid.
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ABSTRAK

Pasal 222 Undangndang Nomor 7 Tahun 2017
mensyaratkan adanya ambang batas terhadap pencalonan
presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai
atau gabungan partai yang telah memenuhi perolehan kursi
DPR sebesar 20% atau 25% suara sah nasional pada
pemilihan  legislatif  sebelumnya. = Pemberlakuan
presidential threshold telah mengurangi nilanilai
demokrasi yaitu keterlibatan rakyat secara langsiamg
merusak logika presidensialismidaka dari itu, penelitian
ini bertujuan untuk membahas praktigresidential
thresholdmelalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
73/PUUXX/2023 yang telah melangggkan praktik
presidential threshold

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif untuk menganalisis isi putusan tersethemga
metode analisis yang digunakan melibatkan penelusuran
berbagai literatur hukum konstitusi, perundamgiangan,
dan putusan Mahkamah Konstitusi terkddata dalam
penelitian terdiri dari datessekunderyang terdiri dari
bahanbahan hukum primer, sekunder dawersier.
Penelitian hukum ini menggunakan analisis secara
deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwaengrapan
presidential thresholdelah ada sejak pemilihammum
pada tahun 2004 dan telah diujikan sebanyak 25 kali
terhadap Undantyndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan UmumPenolakan permohonan pengujian oleh
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 73/PUU
XX/2023 telah merusak demokrasi kerakyatan dan tidak
sejalan dengan sistem pemerintahan presidensialisme.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Presidential
Threshold Analisis Hukum Konstitusi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Persoalanpresidential thresholdselalu menjadi

pembahasan menarik di Indonesia. Ketidaksetujuan atas
pemberlakuanpresidential thresholddisampaikan dari
mulai masyarakat sipil hingga institusi partai politik
dengan cara melakukgundicial reviewterhadap ambang
batas pencalonan presidéMengingat daya resistensi di
berbagai kalangan yang begitu kuat Mahkamah Konstitusi
justru berulang kali menolak permohonan dari para
pemohon. Dasar konstitusi yang sering ditemukan adalah
bahwa pemohon mendalilkan Undadgdang Pemilihan
Umum dengan Bl 6A Ayat (2) UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desain konstitusi pencalonan pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A Ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945 yang
calon presiden dan wakil mielen diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan

umum sebelum pelaksanaan pen

1 Asr ul lresitlential ihkeshold dalam sistem presidensial di Indonesia:
Dimensi Konstitusi dan PresidensialigineTesis Pascasarjan@niversitas
HasanuddinMakassar2021 Tidak dipublikasikan. 3.
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tekstual gramatikal, Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 menjadi dasar konstitusional pencalonan Presiden
dan Wakil Preside bagi partai politik baik partai politik
mengusulkan secara tunggal ataupun gabungan partai
politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan
wakil presiden. Dalam definisi yang sederhana dasar
konstitusi hanya mensyaratkan adanya partai politik atau
gabungan partai politik untuk mencalonkan Presiden atau
wakil presiden. Konstitusi tidak mensyaratkaneshold
20% dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal
ini berbeda dengan Undatyndang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum prasayarat pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden justru didasari pada
presidential thresholdebesar 20%.

UndangUndang Nomo 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum memberikan ketentuan bahwa partai
politk atau gabungan partai politik yang dapat
mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
adalah partai politik atau gabungan partai politik yang
telah memenuhi syarat peapan ambang batas
pencalonan Presiden dan Wakil Presidpregidential
threshold. Ketentuan mengenaresidential threshold
dirumuskan dalam Pasal 222 Unddhgdang Tentang

Pemilihan Umum bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh

2



Partai Politik atau Gabungan rea Politik Peserta
pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan
kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen)
dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum
anggota DPR sebelumnya.

Salah satu kasus permohomnadiicial reviewyang
diajukan oleh pengurus Partai Keadilan Sejahtera pada 5
Juli 2022 dimana permohonan tersebut salah satu pokok
permohonannya adalah pengujian konstitusionalitas Pasal
222 UndangJdndang Nomor 7 Tahun 20l%ntang
Pemilihan Umum terhadap Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945. Salah satu hal yang menarik dari dinamika
proses judicial review digambarkan dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUXIX/2022 karena
amar put usan tMenokle petmiohoab e r b u n
para Pemohon untuk seluruhdya dengan di s
beberap@oncurring opiniondari Hakim Konstitusi Saldi
Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Menurut Saldi Isra dalam batas penalaran yang

wajar, mempertahankan ambang batas pencalonan

Fendabi, fiPenerapan Ambang Batas

Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi N
Hidayatullah Jakarta, 2019).
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presiden dan wakpresiden berarti bertahan memelihara

sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila
diletakkan dalam desain sistem pemerintahan,
mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai
persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi
(chief execue atau presiden) jelas merusak logika sistem

pemerintahan presidensfal.

Saldi Isra berpendapat selama norma undang
undang tetap mempertahankan dan menggunakan
persentase tertentu, selama itu pula terjadi pengingkaran
terhadap Pasal 6A Ayat (2) UUDRN Tahun 1945. Dalam
hal ini Hakim Konstitusi Saldi Isra merasa perlu
menegaskan, Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
hanya mengenal pembatasan tunggal, yaitu partai politik
peserta pemilihan umum dan partai politik bukan peserta
pemilihan umum. Selama &t partai politik lolos dan
dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum, tidak
terdapat pilihan lain, partai politik dimaksud dapat
mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo tetap

berpendirian sebagaima putusafputusan sebelumnya

3 putusarMahkamah Konstitudilomor. 73/PUUXX/2022, 78
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bahwa berkenaan dengamesidential thresholdtiidak
tepat diberlakukan adanya persentase.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan
respon yang baik dari upaya amandemen Undardang
Dasar NRI Tahun 1945 terhadap tuntutgreck and
balancesantara legislatif dan yudikatif. Dengan adanya
Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif tidak bisa lagi
membuat Undang/ndang yang selanjutnya disebut UU
secara serampangan baik karena kepentingan politik para
anggotanya maupun karena kebhan pemahaman atas
subtansi atau prosedur pembentukannya salah,
Mahkamah Konstitusi dapat menguji untuk kemudian
membatalkannya.

Presidential thresholdialam ketentuan pasal 222
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum merupakan ambabgtas perolehan
suara yang harus dicapai oleh partai politik untuk dapat
mengajukan calon presiden dalam pemilihan umum. Hal
tersebut secara eksplisit diatur dan dapat dilihat pada
ketentuan pasal 222 Undakhipdang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umuyang menyatakan bahwa

41bid., 88
5M. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, (Jakarta: LP3ES, 2007), him.
73.
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pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR minimal
20% atau memperoleh suara sah secara nasional sebanyak
25% pada pemilihan legigia

Berdasarkan prosedur semacam ini maka
menggunakan perolehan suara dari pemilu sebelumnya
akan membuka kemungkinan seorang pemimpin yang
tidak diidamkan rakyat namun hanya memenuhi syarat
ambang batas sehingga pemimpin yang nantinya
dihasilkan tidaklagi menjadi representatif keinginan
rakyat secara utuh. Perolehan suara yang diperoleh lima
tahun yang lalu belum tentu dapat sama dengan opini
publik masa yang akan datang tentang desain pemimpin
idaman yang rakyat inginkan dan justru akan mengurangi
kedaulatan rakyat dalam menentukan model pemimpin
yang diidamkan.

Pemberlakuapresidential thresholdi Indonesia
terbentuk sejak tahun 2003 melalui Unddsmdang
Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakl Presiden. Pasal 5 Ayat (40lduig

Al vino Bimo Sayogo, AiPresidenti al Thr e
Pemilu SebelumnyaSebagai Syard&®encalonan Presiden Dalam Perspekiif
Kedaul at gUnivésiaByawifayaMalang,2018).hal. 7
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Undang Nomor 23 Tahun 2003 tersebut secara jelas
mengatur regulasi pencalonan presiden dan wakil
presiden dengan menyatakan i
dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang memjpeino
sekurangkurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20
persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu
anggota DPRoO.

Berbeda dengan pemilihan umum pada tahun
2004 pada tahun 2009 pengatupmasidential threshold
berubah dengan ambang batas pencalonan yang naik
sebesar 5%. Hal ini diikuti dengan berubahnya Undang
Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemiihan Umum
Presidendan Wakil Presiden yang menghapus Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2003. Pasal 9 Unddngang
Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
menyat akan bahwa iPasangan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu
yang memenuhi grsyaratan perolehan Kkursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR

atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara

" UndangUndangNomor23 Tahun2003
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sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum
pel aksanaan Pemilu Préesi den

Pemilihan Umum pada tahun 2014, besaran
presidential thresholdidak berubah. Pemilihan Umum
2014 tetap mengacu pada Pasal 9 Undamdang Nomor
42 Tahun 2008. Pemilihan Umum Presiden pada tahun
2019, besararpresidential thresholdidak mengalami
perubahan. Namun dasar hukumnya yang berubah
menjadi UndangJndang Nomo 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Pasal 222 UU itu menyebutkan,
AfPasangan cal on di usul kan
gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari
jumlah kursi DPR atau meperoleh 25 persen dari suara
sah secara nasional pada pemilu anggota DPR
sebel umnyado.

Adapun pada pemilihan umum Presiden tahun
2004, 2009, dan 2014, digunakan perolehan jumlah kursi
DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan umum
legislatif yang daksanakan sebelum pemilihan umum
Presiden tapi di tahun yang sama. Pemberlakuan

presidential thresholdjuga menimbulkan beberapa

8 UndangUndangNomor42 Tahun2008
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masalah termasuk salah satu diantaranya adalah tidak
terlaksananya fungsi politik hukum baik dalam
pembentukannya maupun dala implikasi
pelaksanaannya. Dalam pembentukamresidential
threshold salah satu bentuk kesalahan dari penerapan
politik hukum yang diambil adalah inkonsistensi terhadap
sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia.

Hal ini menjadi semakin buruk ketikdalam
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilu
legislatif yang dijadikan prasyarat adalah pemilu legislatif
yang sudah terjadi pada masa pemilu sebelumnya, yang
dari segi konfigurasi politik tidak lagi sama dengan
pemilu yang akan atau sedang berjaliikapresidential
thresholddihubungkan dengan sistem presidensial maka
dengan sendirinya kebijakgmesidential threshol@kan
batal sendiri karena lembaga eksekutif dan lembaga
legislatif merupakan dua lembaga yang mempunyai basis
legitimasi yang berhia.

Dengan uraian yang telah disampaikan
sebelumnya maka permasalahan yang juga terjadi dalam
pemberlakuanpresidential thresholddengan tinjauan
hukum adalah terdapatnya ketidaksesuaian antara
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pasal 6A
Ayat (2) UndangUndang Dasar NRI Tahun 1945
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sehingga menghambat pertumbuhan proses demokrasi
yang berkualitas dikarenakan konfigurasi hukum yang
tidak sehat yang dengan jelas ditunjukkan oleh prasyarat
pencalonan seorang presiden dan wakil presiden
digantungkan kega presentase jumlah suara pemilihan
legislatif pada pemilu sebelumnya. Hal ini akan menjadi
hambatan bagi partai politik baru yang nantinya akan
berkontestasi pada pemilihan umum.

Untuk itulah berdasarkan dengan permasalahan
permasalahan yang dijelask sebelumnya maka penulis
merasa perlu untuk mengkaji dan mengkritisi lebih dalam
terkait penetapan presidential threshold serta
relevansinya di Indonesia. Penelitian tersebut diangkat
dan dibahas ke dalam sebuah penulisan skripsi dengan
judul i Aertimbangari sHukuf Penolakan
Permohonan Presidential Threshold Oleh Hakim
Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 73/PUU
XX/ 2022) 0.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah

dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa
pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam

skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:
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C.

. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah

Konstitusi atas putusan penolakan permohonan
presidential threshold pada putusan Nomor 73/PUU
XX[12022?

. Bagaimana analisis hukum konstitusi terhadap

pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstituas
putusan penolakan permohonan presidential threshold
pada putusan Nomor 73/PLXX/20227?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah

dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak

dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud

adalah:

1.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum ihak
Mahkamah Konstitusi atas putusan penolakan
permohonan presidential threshold pada putusan
Nomor 73/PUUXX/2022.

. Untuk memetahui analisa hukum konstitusi atas

pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi atas
putusan penolakan permohonan presidential threshold
pada putusan Nomor 73/PLXX/2022.
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D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan

masalah, dan tujuan penelitian di atas maka adapun
manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran bagpengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan
membuktikan secara nyata bahwasannya disetiap
putusan hakim dapat dijelaskan secara akademis dan
mempunyai argumentasi hukuyang mempengaruhi
putusandalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor73/PUUXX/2022.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan akan memberikan
informasi yang berguna kepada masyarakat
mengenai hak politik warga negara dan juga partai
politik imbas dari berlakunya aturgmesidential
threshold pada pemilihan umum presiden dan
wakil presiden.
b. Bagi Dewan Pevakilan Rakyat
Sebagai baharevaluasi dan gambaran kepada

DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai
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wewenang Menyusun Undatgndang untuk
kontribusi positif terhadap pekembangan hukum
kepemiluan terutama dalam aturaresidential
threshold

c. Bagi Matkamah Konstitusi
Sebagai masukaerhadapviahkamah Konstitusi
untuk bisa menjadi penjaga konstitusi dalam hal
ini memutuskan perkarpresidential threshold
untuk menghasilkan putusan yang adil dan
menjaga nilanilai demokrasi di Indonesia

d. Bagi Penulis
Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman
penulis tentang pokok permasalahan yang terkait
khususnya dalam Hukum Tata Negara Indonesia,
diharapkan dapat bergubagi periset yang akan
meneliti terhadap topik yang sama serta untuk

bermanfaat bagi kepentingan umum

E. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuamengenai regulasi ambang batas pencalonan
Presiden dalam perspektif hukkmonstitusi melalui telaah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PXX/2022.

Terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai
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tinjauan dalam penelitian ini serta memiliki keterkaitan

dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1.

fiPraktik Presidential Thresholdpada Pelaksanaan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Tahun 2019
Presiden serta Implikasinya terhadap Hak Politik
Warga Negara dan Partai Politik di Indonésia
(2022), Skripsi, Widyan Arkan Arisyi, Universitas
Islam Negeri Walisongo Searang.

Penelitian ini membahas implikasi praktik
presidential threshold pada pelaksanaan pemilihan
umum yang dilaksanakan secara serentak pada tahun
2019 terhadap hak politik warga negara dan partai
politik di Indonesia. Adanya aturan tersebut
berpotensimenyebabkan pembatasan warga negara
dalam mencalonkan diri serta pembatasan partai
politik dalam mengusung calonya menjadi presiden
dan wakil presiden. Penelitian ifiga membahas
demokrasi sebagai bentuk bagi warga negara dan
sarana untuk memastikan Raék warga negara yang
dijamin oleh konstitusi, khususnya hak atas
kesempatan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan. Penelitian ini membahas kesamaan hak

konstitusional bagi partai politik untuk mencalonkan
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kader partainya sebagai Presiden serta Wakil
Presiden?®

Perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada alat
analisis yang digunakan untuk melihat pemberlakuan
presidential threshold yaitu dari sudut pandang
putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
73/PUUXX/2022. Pada penelitian ini
pembahasannya lebih fokus terhadapdi putusan
sehingga dapat mengetahui alasan hakim dalam
menolak permohonan penghapusanresidential
threshold ditinjau dari teori demokrasiah sistem
presidensil yang berlaku di Indonesia.

2. fiPresidential Thresholdalam Sistem Presidensial di
Indonesia: Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme
(2021), Tesis, Amrullah, Universitas Hasanuddin
Makassar.

Penelitian ini menganalisis dan menjelaskan
ketentuan presidential thresholddalam dimensi

konstitusi dan untuk menganalisis dan menjelaskan

Wi dyan Arkan Arisyi, i Pr a kPelakkanaér e s i d e
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Tahun 2019 Presiden Serta Implikasinya
Terhadap Hak Politik Warga Negara Dan P
Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).
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korelasi ketentuarpresidential thresholdterhadap
penguatarsistempresidensiat?

Perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang ditulis oleh penulis terletak péatak
pembahasan yang lebih global sementara penelitian
penulis limitatif pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 73/PUUXX/2022 dengan menganalisa
bagaimana pertimbangahukum hakim Mahkamah
Konstitusi atas putusan penolakan permohonan
presidential thresholdersebut.Pada penelitian ini
pembahasannya lebih fokus terhadap studi putusan
sehingga dapat mengetahui alasan hakim dalam
menolak permohonan penghapusgesidental
threshold ditinjau dari teori demokrasi dan sistem
presidensil yang berlaku di Indonesia.

3. Presidential Threshol®erdasarkan Perolehan Suara
Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan
Presiden dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat (2018),
Skripsi, AlvinoBimo Sayogo, Universitas Brawijaya.

Penelitian ini membahas landasan

pelaksanaan ketentuanpresidential threshold

10 Asrullah, APRESI DENTI AL THRESHOLD DAL A
PRESI DENSI AL DI | NDONESI A DI MENSI
PRESI DENSI ALI SME, 0 (Universitas Hasanud
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berdasarkan hasil pemungutan suara pemilu
sebelumnya merupakan pertimbangan Mahkamah
Konstitusi melalui  putusannya. Berdasarkan
penafsiranoriginal intent yang digunakan dalam
Pasal 22E Undangndang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945, Naamah
Konstitusi berpendapat bahwa pemilihan dua tahap
adalah tidak konstitusional dan harus dilakukan
secara bersamaan. Karena ketentuan seperti itu sesuai
dengan citita yang diamanatkan para pendiri
bangsa serta disesuaikan dengan kebutuhan reformasi
yang telah mengubah pemegang kedaulatan rakyat itu
mengharuskan penerapan sistem pemerintahan
presidensil!

Perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada
pembahasan secara mendetail terkait kebijakan
mahkamah kostitusi yang beranggapan bahwa
pemilu dua tahap adalah inkonstitusional dengan
fokus penelitianya lebih mengarah kepada kedaulatan

rakyat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk

“Alvino Bimo Sayogo, fdPresidem$uaral Thr
Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif
Kedaul atan Rakyato (Universitas Brawija

17



menganalisis apakah ada hak warga negara dan juga
partai politk yang hilag akibat kebijakan
presidential thresholgang tertuang dalam Pasal 222
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

Problematika SisteniPresidential Thresholdlalam
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam
Perspektif Sistem Presidensial ldidonesia (2021),
Skripsi, Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penelitian ini membahas korelasi
pemberlakuan sistepresidential bresholdterhadap
pemilu serentak tahun 2019 dengan perspektif sistem
presidensil di Indoesia. Berdasarkan apa yang sudah
disampaikan pada skripsi tersebut maka presidential
threshold merupakan sebuah sistem yang
melemahkan sistem presidensil di Indonesia.
Presidential threshold yang dimaknai sebagai
perolehan suara pemilu legislatif ataugdehan kursi
dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai
syarat suatu pencalonan presiden maupun wakil
presiden perlu ditinjau ulang karena sesungguhnya
threshold yang paling tepat adalah ketentuan Pasal 6A
Ayat (3 dan 4) Undangyndang Negara Kesan
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Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di
setiap provinsi yag tersebar di lebih dari setengah
jumlah provinsi di Indonesi#.

Perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada
pembahasapresidential thresholgang ditinjau dari
perspektif sistemisme di Indonesia sementara pada
penelitian  penulis  pemberlakuanpresidential
thresholdtersebut ditinjau dari segiutusan Hakim
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUXIX/2022.

5. Presidential Threshol@0% Ditinjau MenuruPrinsip
Demokrasi (2021), Skripsi, Muhammad Rizal,
Universitas Islam Negeri ARaniry Banda Aceh.

Penelitian ini membahas analisis yuridis
keberlakuan presidential threshold terhadap prinsip
demokrasi di Indonesia. Berdasarkan apa yang sudah

disampaikan peulis pada skripsi tersebut dengan

YFawzi Ali Akbar Rasfanjani, APROBLEMAT
THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIEN

DALAM PERSPEKTI F SI STEM PRESI DENSI AL
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).
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peraturan ambang batas 20% maka otomatis hanya
akan dimenangkan oleh partmrtai besar sehingga
berpotensi besar bagi politik Indonesia untuk dikuasai
oleh pemilik modal atau pengusaha yang memiliki
uang dengan cara nmumsai partai  politik.
Konfigurasi politik semacam ini tentu akan
menimbulkan akibat berupa regresi demokrasi karena
kedaulatan rakyat semakin terkikis dengan politik
pragmatis dan jual beli jabat&h.

Perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang itulis oleh penulis terletak pada
prinsip demokrasi yang masih dibahas secara umum
(genera). Sementara pada penelitian penulis
pemberlakuan presidential threshold tersebut
diperinci hanya padaelevansinya dengan sistem
demokrasidi Indonesia dinjau dar Putusan Hakim
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUXIX/2022
sehingga pembahasan pada skripsi penulis lebih

spesifik padatudi putusan

BMuhammad Rizal, iPresidentialinsiphresho
Demokrasi 0 (Uni ve-RanirytBanda Aceh,l2G2H). Neger i Ar
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F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisagkripsi ini dibagi menjadi

lima bab. Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi
tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat
penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan
sistematika pauisan.

Bab kedua adalatinjauan umuntentangkonsep
hukum,konsep mahkamah konstitukgnseppresidential
thresholddan regulasinyaBab ini merupakan landasan
teori yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Bab ketiga adalahmetoce penelitian. Bab ini
merupakan bagian yang menjelaskan metpeénulis
dalam menulisBab ketiga menjelaskan jenis penelitian,
pendekatan penelitiaisumber data, teknik pengumpulan
data dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah inti dari penelitian penulis
dengan menyajikan datalata yang dibutuhkan untuk
menjawab danmelakukan analisisterhadap putusan
Mahkamah  Konstitusi Nomor  73/PUKIX/2022
mengenai permohonan  penghapusanpresidential
threshold dalam sistem demokrasli Indonesa dalam
perpesktif konstitusiPenulis menggunakan alat analisis

hukum untuk mengkaputusan
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Bab kelima adlah bab akhir yang berisi
mencakup rangkuman, rekomendasi dan penutup. Bab ini
akan menjelaskan kesimpulan dari analisis dan
pembahasan serta saran atau rekomendasi yang disajikan
oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang telah

diteliti.
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BAB Il
TINJAUAN TENTANG HUKUM KONSTITUSI,
MAHKAMAH KONSTITUSI, PRESIDENTIAL
THRESHOLD DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa latonstituere

atau constitutioistilah ini kemudian berkembang di
Prancis dengan istilaltonstituer'* Dalam bahasa
inggris constitutionbermakna ganda tergantung dari
perspektif pembaca mengartikannyaHukum
konstitusi dalam pengertian tersebut maka secara
menyeluruh dapat diartikan sebagai setiap ketentuan
yang ada kaitannya dengan keorganisasian negara
yang terdapat dalam Undattndang Dasar 1945.
Konstitusi dalam perkembangan diawal
keberadaannya sebenarnya tidakndgap sebagai
hukum yang mengikat namun lebih kepada konsensus
politik kebangsaan melalui para pembuattya.
Clinton Wheare seoranghla konstitusi asal Inggris

berpendapatdnsensus ataesultanteyang disepakati

¥ Harrys Pratama TeguhHUKUM & PERADILAN KONSTITUSI DI
INDONESIA 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2048). 1
15 Muhammad JunaidHukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi
Negara Hukunf{Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 27.
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secara kebangsaaan oleh para pembuatngliam
dinamakan konstitusi sehingga pemberlakuan
peraturan dari kesepakatan atau konsensus tersebut
dinamakan hukum konstitu$i.

Secara terminologi, hukum konstitusi
seharusnya lebih dipahami secakamprehensif
Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain
dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan
mendasar yang harus diatur oleh negara, juga
dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap
keilmuan dalam memahami konstitusi sebagai hukum
dasar ¢grondwet) ddam suatu negard.

Definisi lain disampaikanJimly Asshiddigie
yangmenijelaskan hukum konstitusi diartikan sebagai
kaidah hukum yang memberikan batabatasan
terhadap kekuasaan dalam penyeleggaraaatu
negara beserta penjelasan atas susunan ketatzerega
suatu negara yang bersifat fundametftal.

Terlepas dari pendefinisian tentang konstitusi

di atas, terdapat jugaanyak pendapatari para ahli

16 Ari Bakti Wi ndi Aji, fiPerubahan Konstitusi
Prosedur Dan Praktek Per uTlesishPasnasaaban st i t
Universitas Islam Indonesi¥ ogyakarta2015 Tidak dipublikasikan. 5
17 pratama TeguhjUKUM & PERADILAN KONSTITUSI DI INDONESJA.
18 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Nega (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2015), 97.
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dalam memandanfpukum konstitusi. Leon Duguit
misalnya, seorang pakar hukum kenamaan dari
Prancis, dalam bukunysaite de droit constututionnel
iamemandang negara lebih kepada fungsi sosiafya.

Pemikiran Duguit banyak merujuk kepada
aliran sosiologi yang diprakarsai ol&guste Comte,
menurutnya hukum itu adalah penjelmdarfactadari
ikatan solidaritas sosial yang nyata. Dia juga
berpendapat bahwa yang berdaulat itu bukanlah
hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang
undang, melainkan yang terjelma di dalam solidarit
sosial. Oleh karena itu, yang harus ditaati adalah
hukum sosial itu. Bukan undangdang yang hanya
mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan
berkuas&®

2. Kekuasaan KehakimanDalam Hukum Konstitusi
Salah satu prinsip negara hukum adalah

adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum

dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasahg4t

19 Eka N.A.M SihombingPengantar Hukum Konstitysist ed. (Malang: Setara
Press, 2019), 3.
20N.A.M Sihombing, 5.
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(1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guneenegakkan
hukum dan keadilanUndangUndang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
membahas lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman
yang merdeka dalam arti independen, terlepas dari
pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 1 Aya(l) UndangUndangNomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
menegaskan bahwasanya Kekuasaan Kehakiman
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan
UndangUndang Dasar Negara péblik Indonesia
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum
Republik Indonesiat

PenjelasatymumUndangUndang Nomor 48
Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakimaremuat
keterangan yang lebih tegas tentang adanya
independensi/kemerdekaan badmdan perathn.

Hal tersebut, dijelaskan bahwa Unddugdang Dasar

21 UndangUndang Nomor 48 Tahun 200Bentang Kekuasaan Kehakiman
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NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara
hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah
satu prinsip penting negara hukum adalah adanya
jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilaft.

Kekuasaan kehakiman menurut Oemar Seno
Adji menempatkan bahwa hakim bebas dalam
memutuskan segala putusannya tanpa ada interpensi
atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang
sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam
menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan

(within the exercise of the judicial functjon

3. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
memiliki sifat serta kedudukan yang ditempatkan
sangat kuat dan mengikat. Produk hukum dibawahnya
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang jika
terdapat ketidakselarasan tersebut maka harus
dibatalkan dalamistilah hukum dikenal dengalex

2pachr an Bust ha makimanfDiarkPerapekifalaegark ldukum

Di

I ndo MasalahMasatah Hukum 46, no. 4 (2017): 340,

https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.338.
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superior derogat legi inferioyang berarti hukum yang
diatas akan menegasikan secara langsung peraturan
hukum yang di bawahnya. Dalam istilah konstitusi
disebut dengajudicial review??

Henc Van Maaeseveen seorang tokaofitik
asal Belandamendudukan konstitusi pada tempat
tempat yang cukup fundamentah mengatakan
kedudukan konstitusi semestinya dapat menjawab
persoalan pokok kebangsaan antara ldengan
menjadikannya sebagai dasar hukum suatu negara,
melakukan pengaturan kekuasaan dan keterkaitan
hubungannya menentukan kekuasaan negara serta
pembaasannya dan terakhir mengatur hubungan
materiil antara negara dengan masyarakathya.

Sementara Jimly Asshiddigie dalam hal
mendefinisikan arti konstitusi memiliki pandangan
lain dengan mengatakan bahwasanya konstitusi
dimaknai sebagai hukum tertinggi yarigersifat

fundamental yang dengan itu menjadikan konstitusi

23King Faisal SulaimarTeori Dan Hukum Konstitusi (Bandung: Penerbit N
Media, 2017)13

24 zamroni,Buku Ajar lImu Negaralst ed. (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa,
2022), 60.
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sebagai sumber legitimasi berdé&ntuk peraturan
perundangundangan lainny#.

Konstitusi harus memiliki  kedudukan
tertinggi dalam suatu negarKarena itu, konstitusi
tidak dapat dengan mudahutlah seperti mengubah
undangundang. Konstitusi harus dibentuk oleh sebuah
lembaga negara yang otoritatif dan spesifik sehingga
dalam hal untuk merubabh isi konstitusi.

Dalam posisi Mahkamah Konstitusi adalah
lembaga yang otoritatif sebagai penafsir tuhgdas
konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam
perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum
dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang memiliki
kewenangan super power Khususnya dalam
menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan
yang dimilikinya, Mahkamah Kustitusi secara
sepihak bisa menafsirkan Undadgdang Dasar
tanpa dapat dipersoalkan, selain itu putusan yang
dihasilkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan
mengikat, sehingga ketika ada salah satu pihak yang

merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah

25 Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesi&nd ed.
(Jakarta: Sinar Grafika, 20179
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Konstitusi tidak bisa melakukan upaya hukum yang

lain.

4. Teori Konstitusi
Teori  konstitusi menghendaki negara

terbentuk atas dasar hukum dadzas(c norm) yang
demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu
bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah
konstitusi demokrasi yang menghend#ké rule of
law. Dalam teori konstitusi terdapéga istilah yang
jika diperhatikan maka ketiganyaberirisan yaitu
konstitusi, konstitusionalitas dan konstitusionaligfne
Konstitusi secara harfiah dapat diartikan
sebagai peraturan tertinggi yang disepakati secara
menyeluruh dan mengikat dalam sebuah negara
Konstitusi yang disepakati tersebut memiliki dua
konsekueni dalam penyelenggaraan atau aktivitas
bernegara dan bermasyarakat didalamnya yaitu
konstitusional atau inkonstitusional. Merujuk pada
konsekuensi tersebut maka konstitusionalitas berawal

pada padanan kata konstitusional.

% Asrulloh, APRESI DENTI AL THRESHOLD

PRESI DENSI AL DI | NDONESI A DI MENSI
PRESI DENSI ALI SME, 0 514.
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Konstitusbnalitas mempunyai makn nya
sendiri yaitu dimana sebagai suatu aktivitas
bermasyarakat maupun bernegara hal tersebut sejalan
konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi
dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi
atau hukum dasar negar®alam aspek legislasi
konstitusionalitas ialah aturan hukum atau unedang
undang yang sesuai dengan konstitusi dalam hal ini
UndangUndang Dasar atau dapat dimaknai pula
dalam hal proses legislasi ialah kesesuaian antara
undangundang dengan konstitusi yaitu UUD NRI
1945, baik dam hal formil ataupun materiil.

Konstitusionalisre memiliki banyak definisi
dan pengejawantahan terhadap maknanya, salah satu
diantaranya adalah definisi seorangkim Konstitusi
Indonesia Laica Marzuki yang menjelaskan bahwa
konstitusionalisme adalah pmah yang didasarkan
kepada konstitusi Undarigndang Dasar dalam kata
lain kekuasaan publik dalam negara terikat dan
dibatasi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi

Hakikat dari konstitusionalisme adalah pembatasan
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kekuasaan yang ditetapkan oleh Undahmglang
Dasar?’

Sri Soemantri mendefinisikan
konstitusionalisme  merupakanperbuatan atau
tindakanyang menenuhi aspek kepatutathari seqi
prosedural (formil) dan substansia(materiil) dari
konstitusi?® Dalam pandangan yang berbeda Carl J.
mengatakan konstitusionalisme adalah keyakinan
bahwa pemerintah adalah kumpulan kegiatan yang
diselenggarakan oleh dan untuk rakyat, tetapi
dikenakan pembatasan yang dimaksudkan untuk
menjamin bahwa mereka yang dipercaya sebagai
pemangku kekuasaan pemeaiman tidak
menyalahgunakan otoritas yang dimilikinnya. Cara
pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan
membagi kekuasa&h.

Konstitusionalisme merupakan pemikiran
yang telah lama berkembang. Misi utama pemikiran

ini menghendaki pembatasan kekuasdarena pada

27 L aica Marzuki,Dari Timur Ke Barat Memandu Hukum, Pemikiran Hukum
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, Slakarta:
Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 67.

28 Abdul Mukhtie FadjarHukum Konstitusi Dan Mahkamah Konssi (Jakarta:
Konpress, 2006), 24.

29 Miriam Budiarjo,Dasar-Dasar limu Politik(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
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masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas
seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama
dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui
konstitusi.

Jimly Asshiddigie menilai konstitusionalisme
mengatur dua hubungan yang saliregkaitan antara
hubungan antara pemerintah dan warga negara
kemudian hubungan lembaga pemerintah yang satu
dengan yang lain. Hal ini juga dinyatakan Hamid
Attamimi bahwa dalam konstitusi terdapat aturan
aturan hukum yang dapat mengatur lemblagzbaga
negaa, tata cara pembentukan, lingkup Kkerja
kelembagaan negara hingga hubungan timbal balik
antara negara dengan wargaffya.

Hampir dapat dipastikan bahwa negaesgara
di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan
bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi
negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara
hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep
pemerintahanya menggunakan konstitusi atau
UndangUndang Dasar sebagai norma tertinggi di

samping norma hukum yang lain. Sekalipun

30 |_uthfi Widdyono WidagdoDinamika Konstitusionalisme Di Indonestkst ed.
(Depok: PT Raja Grafio Persada, 2020), 11D1.
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pengertian konstitusi dapat dimad secara sempit
dan luas, dimana dalam pengertian secara sempit dari

konstitusi adalah bidangUndangDasar

B. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi
Seiring dengan bergulirnya kewenangan

Mahkamah Konstitusi,persoalan yuridis muncul
kembali setelah lahirnya Undatindang Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang/ndang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Unddndang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
menjadi UndandJndang?*

Dalam Mahkamah Konstitusiseharusnya
konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat
ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam
menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilkagi
dengarempatkewenangandan satu kewajibafempat
kewenangannya, yaitu menguji konstitusionalitas

undangundang, memutus sengketa kewenangan

31 widodo EkatjahjanaNegaraHukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika
Dalam Penyelenggaran Sistem Ketatanegaraan Republik Indongsiaed.
(Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2014).

34



konstitusional antarlembaga negaramnemutus
perselisihan hasil pemilihan umum, memutus
pembubaran partai pdk{ dan satu kewajiban yaitu
memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang
tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar
hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam
UndangUndang DasaNRI Tahun1945%

Mahkamah konstitusi  menurut  Jimly
Asshiddigie memiliki kedudukan tertinggi sebagai
lembaga yudikatif negara yang dapat menentukan
keabsahan suatu Undabgpdang atas Undang
Undang Dasar diatasnyatas dasar itu maka
Mahkamah Konstitusi secalegitimatedapat menjadi
penguji atas pengujiakonstitusional ¢onstitutional
review).®

Lebih lanjut dari itu dalam hal ini Mahkamah
Konstitusi juga memiliki kedudukan sebagtie
guardian of ideology Dalam fungsinya sebagai
lembaga yang menginternalisasi nitdliai Pancasila

hal itu dilaksanakan eh Mahkamah Konstitusi dalam

2 MH Nanang Sri Cedudukan ddan, WeBeHang Mafikiimah
Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonediarnal Hukum
XXVI, no. 2 (2011) 671.

33 Jimly Asshiddigie and Ahmad Syahriza&eradilan Konstitusi Di Sepuluh
Negara(Jakarta: Konpress, 200643
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bentuk memutus permohonan pengujian Undang
Undang yang diajukan kepadanya. Hal ini namun
harus disepakati dalam rangka menempatkan
Pancasila sebagai n#Hailai kebangsaan bukan
sebagai norma hukum yang baku.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam
sistem Kketatanegaraan Indonesia adalah sebagai
lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial
dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai
pengawal konstitusi untuk merarkuat dasadasar
konstitusionalisme dalam Undatundang DasaNRI
Tahunl1945.

2. KewenanganMahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi mempunyai

kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk
penghormatan atas konstitusionalisme. Batias
kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk
terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di

antara lembaga negarchécks and balancks

34 Sulaiman;Teori Dan Hukum Konstitus232.
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Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban
Mahkamah Konstusi adalah keadilan substantif dan
prinsip-prinsipgood governanceselain itu, teorteori
hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan
penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi
beserta segenap wewegasian kewajibannya, dinilai
telah  merubah doktrin supremasi parlemen
(parliamentary supremacylan menggantikan dengan
ajaran supremasi konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C
Ayat (1) danAyat (2) UndangJndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

a) Menguji undangundang terhadap Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

c) Memutus pembubaran partai politik;

d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

Mari yadi FNilg iFitosofi Futhsard Mahakamh Konstitusi Yang

Final

D a n Julkhel Kanstitlas#,tno. 8 (2010): 97.
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e) Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum bexup
pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Undahglang
Dasar Negara Republik Indone3iahun 1945.

Mahkamah Konstitusi  Kini dalam
perkembanganny&ewenangantersebut bertambah
satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada, yang
sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada

Mahkamah Konstitusi didaskan pada ketentuan

Pasal 236 C Undargndang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undahmglang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah

Konstitusi berasal dafasal 7A, Pasal 78, dan Pasal

24C UndangUndang Dasar 1945 yang dijabarkan

dengan Undangndang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap

perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang
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masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga
negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang
konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan
lembaga negara yang baru dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Unrdang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan
negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai
dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme
sampai saat iniSebagai organ konstitusi, Mahkamah
Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan
penafsir undangindang dasar melalui putusan
putusannya. Dalam menjalankan tugas
konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya
mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegak
konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara
hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan

dan kenegaraan yang bermartabat.

%Nanang Sri D adudukandan WeSéhang Mdnkamah Konstitusi
dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia 6 8 0 .
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Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi
adalah melakukan pengujian konstitusional Undang
Undang terhadap Undattdgndang Dasat945 (UUD
1945) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni
UndangUndang dengan UUD 1945 yang didasarkan
pada normaiorma yang tertulis di dalamnya.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan
hukum kanstitusi tertinggi di Indonesia dalam hal
kewenangannya salah satunya adalah untuk menguiji
konstitusionalitas norma undangdang terhadap
UndangUndang Dasar 1945. Pengujian dapat berupa
formil dan materiil yang dimohonkan oleh Pemohon.
Dalam hal ini, Mahkkamah Konstitusi menjadikan
UndangUndang Dasar sebagai landasan dalam
memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi

yang diajukan oleh Pemohéh.

3. Sejarah Mahkamah Konstitusi
Indonesia merupakan negara & yang

membentuk MahkamaKonstitusi sekaligus sebagai

negara pertama yang membentuk lembaga peradilan

% Mohammad Mahrus Al i, fi Ko nNotmia Dalesni on a |l i
Pengujian Undanggndang Terhadap Undaitgn d a n g Joraa Konsfitusi
12, no. 1 (2015): 180.
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untuk menguji undangndang ini pada abad 424 38
Banyak waktu menjadi refererddri lahirnya lembaga
tertinggi penguiji konstitusionalitas tersebut namun
merujuk kepada Undargndang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan
bahwasanya kelahiran Mahkamah Konstitusi disetujui
pada tanggall3 Agustus 2003 sesuai dengan
pengesahan Undafgndang dimaksud Tahap
berikutnya tidak berhenti pada pengesahan Undang
Undang tersebut kemudian dilanjutkan dengan
pengisian Hakim Konstitusi merujuk pada ketentuan
Pasal 24 CAyat (3) UUD NRI 1945 tiga lembaga
negara yaitu Presiden, DPR dan Mahkamah Agung
masingmasing mengusulkan 3 calon untuk total
sembilan Hakim di Mahkamah Kaostitusi. Dalam
pemilihan pada 19 Agustus 2003 Jimly Asshiddigie
terpilih menjadiKetua Hakim Mahkamah Konstitusi
periode 20022008.

Mahkamah konstitusi secara resrdiakui
berdiri pascareformasi berlangsung namun embrio
pemikiran dan gagasan berdirinya sudah tercetus sejak

masa persiapan konstitusi Indonesisluhammad

38 Saldi Isra Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang Dan Dinamika
Konstitusional 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2(®11).
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Yamin dalam gagasannya secara futlisti
menggambarkarkekuasaan kehakiman yang bebas
dan merdeka. Lembaga elakiman tersebut
dimaksudkan oleh Yamin sebagai lembaga yang
berwenang menguji Undafdndang atas Undang
Undang Dasar. Lembaga tersebut dinamakan oleh
Yamin sebagai Balai AgungGagasan Muhammad
Yamin tidak dibahas lebih lanjut dan disetujui oleh
Badan Pesiapan Umum Kemerdekaan (BPUPK)
karena mendapat penolakan dari Soep&imo.

Dua alasan yang mendasar penolakan
Soepomo atas usul Muhammad Yamin adaJaD
1945 tidak dibangun atas dasar semangat pemisahan
kekuasaantrias politica sehingga fungsi yudikatif
tidak bisa diwujudkan dalam bektypendirian Balai
Agung. Alasan yang kedua menurut Soepomo adalah
pasca kemerdekaan Indonesia sendiri masih
kekurangan sarjana hukum sehingga sangat mustahil
untuk mengisi secara kapasitas dan kuantitas posisi
kehakimarf?

Sehubungan denganmaksud wewenang

pengujian materiil Undangindang terhadap Undang

39sra, 312.
40 sra, 313.
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Undang Dasar meskipun pasidang BPUPK gagasan
pembentukan pengadilan  konstitusi mendapat
penolakan namun pada masa Sidang Konstituante pada
tanggal 20 Meii 13 Juni 1957 udan pembentukan
pengadilan konstitusi mulai mendapatkan perhatian
bahkan usulan tersebut menguat. Dalam sidang pleno
dengan agenda pengumpulan materi pokok yang perlu
dimasukkan ke dalam Undatndang Dasar yang
dipersiapkan oleh Konstituantéercatat bebrapa
anggota Konstituante mulai dari kalangan nasionalis
lewat Partai Nasional Indonesia hingga cendekiawan
hukum lewat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mulai
mengusulkan adanya pengadilan konstitusi. Usulan
pembentukan pengadilan konstitusi tersebut tebgam
dari usulan pada sidang umum Konstituagsgtu
pasal yang menyatakan tidak berlakunya suatu
undangundang apabila undangdang tersebut
bertentangan dengan Undadgdang Dasaf*

Perubahan UndangUndang Dasar 1945
menjadi catatan sejaraketatanegaraan Indonesia,

karena fondasi ketatanegaraan mengalami perubahan

41 gekretariat Jendral Mahkamah Konstitusil®dskah Komprehensif Perubahan
UndangUndang Dasar Negara Rl Tahun 19@&karta:Buku IV Kekuasaan
Kehakiman, 2010R4-25
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drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.
Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga
UndangUndang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyatahun 2001)
menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam
UndangUndang Dasar tersebtit.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi
menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman
di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak
tersentuh ntouchablg oleh hukim, seperti masalah
judicial review terhadap undangdang, sekarang
dapat dilakukan oleh Mahkamah KontittlsMajelis
Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan yang
fundamental terhadap Pasal 24 Undaimglang Dasar
1945 dengan cara mengubah Pasal 24 dan
menambahnya dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan
Pasal 24C yang di dalamnya memuat dua lembaga
baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi

Yudisial.

42 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 133.

43Bambang Sutiyosd,ata Cara Penyelesaian Sengketa Di Mahkamah Konstitusi
(Yogyakarta: Ull Press, 2009), 1.
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C. Tinjauan Umum tentang Presidential Threshold

1. Pengertian Presidential Threshold
Perdebatan  panjang mengenai  sistem

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang
diatur dalam Pasal 6A Undangdang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memerlukan
waktu hingga empat tahun pembahasan yang pada
konklusi akhirnya berujung pada kesepakataijelta
Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan
pemurnian sistem pemerintahan presideriéial.
Presidential  threshold sendiri  adalah
pengaturan tingkat ambang batas dukunganpdatai
politik yang berada ddDPR, baik dalam bentuk jumlah
perolehan suaréballot) atau jumlah perolehan kursi
(sea) yang harus diperoleh partai politik peserta
pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai
politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.
Presidential  threshold secara konsep
merupakan salah satu aarpenguatan sistem
presidensial melalui penyederhanaan partai politik.
Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan

tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan

44 Saldi Isra, Sistem Pemerintahanddmesia, 1st ed (Depok: RajaGrafindo
Persada, 2019234
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mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan
dengan lembaga legislatiDalam Kamus nggris
Indonesia karya John M. Echol dan Hassan Shadily,
kata presidentialjika diartikan ke bahasa Indonesia
dapat diartikan presiden, sedangkan kidueeshold
artinyaadalah ambang pintu, permulaan, amtfdng

Pasal 222 ddangUndangNomor 7 Tahun
2017 tentangPemilihan Umumyang mensyaratkan
Pemilihan Presiden dan wakil presiden menggunakan
ambang batas suaraPresidential Threshold
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil
Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat,
namun sbelum rakyat memilih siapa yang akan
dipilih terlebih dahulu Partai politik akan menyeleksi
bakal calon yang nantinya akan disodorkan ke rakyat
untuk dipilih dalam pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presidert®

S Dwi Ri anisa Mausili, fAnomal i Presic
Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer dalam Sistem Presidensil

I ndonesiao, Jurnal B a p [doeln(20%9), 88or ki ng Pap
%D H Herjunanto and S H IBISB RERAUEASno, AA
AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI OPEN

LEGAL POLICY DALAM HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH CALON

PRESI DEN DAN WAKI NovumRJbr8al HukEulnoo7 (2023),

120.
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b)

c)

d)

Jazuli Juwaini mengatakan setidaknya
terdapat empat alasan yang mendasari lahirnya
presidential thresholdyakni?’

Kebutuhan untuk membangun sistem presidensial
yang kuat sejak awal pencalonan. Dukungan dari
partai politik dibutuhkan sebanydikanyaknya dhulai
sejak proses pemilu.

Kebutuhan untuk membangun pemerintahan kasag
danefektif. Dengan minimal 20% dukungan di DPR,
harapannya kebijakan yang akan diambil presiden dan
wakil presiden terpilih nantinya mendapatkan
dukungan yang kuat di parlemen.

Presidential thresholdalam hal injuga dimaksudkan
untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Tradisi
berkoalisi juga diyakini sesuai dengan kultur politik
Indonesia yang mementingkan kolektivisme atau
gotong royong.

Presidential thresholdimaksudkan uitik menyeleksi
pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak awal

(semacam preliminary election) sebelum pemilu.

4 Ade

7.

Fadill ah Fitra, AAnal i sis Yuri di
berdasarkan Undardndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Waki | Presidenbo, Jurnal
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2. Sistem Presidensialisme
Presidensialisme merupakaguatu sistem

yang dimana menempatkan presiden sebagai
penyelenggara pemerintahan neggemg tertinggi.
Dalam desain UUD NRI 1945 PasalAyat (2) dan
Pasal 4Ayat (1) danAyat (2) menjelaskan bahwa
presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.
Berlawanan dengan sistem parlementer, sistem
presidensial tidak mempunyai sebuah mekanisme
yangbertujuan mengukur mayoritas legislafif.

Presidensialisme dalam arti yang lain adalah
suatu paham yang menghendaki jabatan presiden
sebagai kepala pemerintahamed@d of government
sekaligus sebagai kepala negaraad of stafeyang
pelaksanaan pemetahannya badan eksekutif tidak
bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak
saling menegasikan kewenangan eksekutif dan
legislatif.

Dalam sistem parlementer, sangat jelas bahwa
dipilih sebagai kepala pemerintahan addtahdidat
dari partai pemenangpemilu legislatif, yang

mempunyai suara dominan sehingga dalam

4 Asrulloh, APRESI DENTI AL THRESHOLD
PRESI DENSI AL DI | NDONESI A DI MENSI
PRESI DENSI ALI SME, 0 83.
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menjalankan pemerintahan, kepala pemerintahan
selalu mendapat dukungan dari parlemen,

Dalam sistem presidensialisme, seorang
presiden mempunyai kekuasaan penuh terhadap
menterimenteri sertgajaran dikabinetnya. Namun, di
wilayah legislatif presiden tidak mempunyai kekuatan
ketika kebijakan yang diajukannya dipermasalahkan
oleh partai mayorita®.

Denny Indrayana dalam definisi yang berbeda
menjelaskan bahwa sistem presidensial tidak hanya
mdetakkan presiden sebagai pusat kekuasaan
eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara di mana
presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan
(chief of executive tetapi juga sebagai kepala negara
(chief of statg Sebagai implikasinya, rentang
kekuasan presiden tidak hanya menyentuh wilayah
kekuasaan eksekutif, tetapi juga fungsi legislasi dan
yudisial.

Dalam semangat asas presidensialisme maka
perihal pemberhentian presiden dalam masa

jabatannya diatur mekanisme khusus untuk

4% gsaldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonddekarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), 38.
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memperkuat posigiresiden, yang merupakan antitesis
dari sistem parlementer, yaitu adanya putusan yudisial
untuk menentukan apakah presiden dan/atau wakil
presiden bersalah atas pelanggaran hukum yang
disangkakan sebagaimana padal UndangUndang
Dasar 1945°

3. Teori Presidensial

Teori presidensial adalalsuatu paham yang
menghendaki jabatan presiden sebagai kepala
pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara yang
dalam pelaksanaan pemerintahanngeesidentidak
bertanggung jawab kepattambaga legislatif!

Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1945
telah mengesahkan dan mengakui bahwa sistem
pemerintahan negara Indonesia berdasarkan sistem
presidensialisme hal itwitetapkan sesuai dengan
ketentuan WdangUndang Dasar NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat (2yangberbunyifi &daulatan adalah di

50

Kuswanto K u BKAMAH ,KONSTNMUSI DAN UPAYA

MENEGAKKAN ASAS PRESI DENSI ALJrBSaviw DI | ND
Hukumb, no. 1 (2020)1i 20, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1134.
5 Asrull oh, APRESI DENTI AL THRESHOLD

PRESI DENSI AL DI | NDONESI A DI MENSI

PRESI DENSI ALI SME, 0 122.
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tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakypa?

Identifikasi negara Indonesia memaké&gori
pemerintahan presidensial jugdapat dilihat dari
konstitusi UndangJndang DasaPasal 6A Ayat (1)
UUD 1945y ang me n jPredidensdiara Wakil fi
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakya dsitem pemerintahan presidensial negara
Indonesa ditegaskan ulang dalam PasaRyat (1)
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yag menyatakan bahwa: i P
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UndandgJndang Dasar .

Sistem pemerintahan dengan basis teori
presidensial mengonstruksikan adanya dua legitimasi
yang dilekatkan pada lembaga eksekutif dan lembaga
legislatif. Baik eksekutif maupun legislativeeluanya
samasama dipilih secara langsung oleh rakyat dalam
pemilihan umum untukmendapatkan legitimasi pg

seimbang namun tidak saling intervensi

52z7zul fan, iAnalisis Pengaturan Dan Pr al
Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Kot i lumna Media Hukun25, no.
1 (2018): 6067, https://doi.org/10.18196/jmh.2018.010260
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Teori presidensial menempatkBresidersebagai
pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat dan
wilayah negaraPresiden memiliki mandat yang kuat
untuk melakukan kehendak dari rakyat dan juga
wilayahnya, dagan adanya mandat ini malRaesiden
mempunyai dasar untuk melaksanakan suatu
pemerintahan yang kuat dan jugesiei >

Indonesia menggunakan sistemregidensial
dengan  multipartai  cenderung  menghasilkan
imobilitas eksekutif danlegislatif. Masalah dari
konsekuensi pemberlakuan sistem presidensil dengan
multi partai adalah terjadiieadlockdaripada sistem
parlementer atau dua partaerjadinyaimobilitas dan
deadlockdalam sistem pemerintahdarjadi karena
kurang kuatnya kedudukan kepala pemerintahan

ddam suatu sistem politik disebuah negara

Qonita Fadilla |Islami, fASISTEM PEMERI
INDONESI A MENURUT PERSPEKTIF SIANASAH D
BATUSANGKARIAIN BATUSANGKAR, 2022), 54.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Menur ut Soehartono, imet o

cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau
memper ol eh dat a®* Mewdegendliiiap er | u
memiliki titik fokus terhadap cara memperoleh data yang
pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah
penelitian. Penentuan metwdpenelitian merupakan
tahapan penting dalam memulai riset sebuat penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatidity
penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara
meneliti baharbahan pustaka. Untuk memahami adanya
hubungan antara ilmilmu hukum dengan hukum tertulis
diperlukan sebuah telaah terhadap unsweur hukum atau

bi sa |juga digsgevhsuvtan hiteraap®a n
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena
apabila dikaitkan dengan penelitian pengtitaka jenis
penelitian kualitatif menjadi relevan karena pada

penelitian ini mengkaji terkait rumusan masalah dengan

54 lrawan Soehartondvietode Penelitian SosiaBuatu Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial Dan lImu Sosial Lainffigandung: Remaja RosdaKarya,
2002), 17.

% Soerjono Soekanto and Sri Mamudpgnelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat16th ed. (Jakarta: PT Raafindo Persada, 2014), 20.
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menggunakan norma yang berlaku  kemudian
mendeskripsikannya secara detail dan naratif sesuai
karakter dari penelitian kualitatif.

Jenis pendian skripsi ini adalah penelitian
kualitatif. Kata kualitatif merupakan kata turunan dari kata
kualitas, pada masyarakat sering dipahami bahwa kualitas
sebagai lawan dari kuantitas yang merujuk pada
kemajemukan obyek tertentu seperti halnya kuantitas ai
kuantitas penduduldan semacamnya. Seperti contoh
melihat nilai dari sebuah lukisan, makna dari sejarah
tertentu dsl§®

Pada penelitian ini membahasalisisdari sebuah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PXX/2023
terkait penolakan permohonan pejign presidential
threshold Penggunaan jenis penelitian kualitatif dirasa
tepat dalam menganalisis, alasannya karena penulis ingin
melihat pertimbangan hukum Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam memutus sebuah perkara pengujian
norma UndangJndang Melalui penelitian kualitatif maka
ruang lingkup pembahasan relatif kecil agar

pembahasannya lebih mendalam, &atena itu penelitian

56 Kaelan,Metode Penelitian Kualitatiflst ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
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ini menggunakan studi kasamlam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 73/PULXX/2023.

Hal yang ditekankan pada penelitian kualitatif
ialah mencari makna yang mendalam, suatu data sejatinya
mengandung makna yang mendalam. Makna merupakan
data yang sebenarnya, hal ini dapat dilihat dibalik suatu
data yang tampak, maksejak awal sudah dijelaskan
bahwa penelitian kualitatif tidak menekankan pada
generalisasi atas suatu data yang diteliti melainkan pada
makna dibalik data yang telah diteliti. Generalisasi pada
penelitian kualitatif disebut sebagairansferability,
maksudhya adalah sebuah hasil penelitian dapat
diaplikasikan pada tempat lain apabila tempat tersebut
memiliki karakteristik yangerupa.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan sebuah

rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan
dengan meggunakan rancangan tersebut untuk
mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian
yang dirumuskaf’ Pendekatan penelitian yang digunakan
peneliti adalah pendekatan kilonal atau normatif

Penelitian hukum doktrinal menempatkan bahan pustaka

57 Kuncoro MudrajadMetode Risetlst ed. (Jakarta: Erlangga, 2003), 53.
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sebagai data dasar atau sering disebut dengan data
sekundeP® Pendekatan normatif atau doktrinakrupakan
pendekatan berpikir yang bersifap downdimana lukum
dikonsepsikan sebagai aturaturan yang bersifat
disepakati secara umum darempunyai hilanilai yang
menjadi tuntunan dalam kehidupan sosial. Pendekatan
normatif bersifata priore yang berarti menempatkan
peraturan hukum sebagpremis majordengan analisis
bersifat deduktif® Alasan peneliti menggunakan
pendekatan normétiatau doktrinal karenabjek yang
diteliti adalah norma atau undangdang yang mengatur
tentang Pemilihan Umum.

Penelitan  hukum  memerlukan  berbagai
pendekatan untuk memperoleh informasi dari banyaknya
topik yang sedang diselidiki dengan tujuan memecahkan
persoalan atau permasalahan yang menjadi pokok bahasan
penelitian hukum. Pendekatapenelitian merupakan
upaya mtuk membentuk hubungan dengan orang atau
proses untuk mencapai pemahaman yang lebih baik

tentang topik masalah penelitifhMetode pendekatan

Ahmad Zuhdi Muhdl or , APERKEMBANGAN MET
H U K U MJurdal Hukum Dan Peradilafh, no. 2 (2012)190.

59 Adji Samekto,Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivismist ed.

(Depok: PTRajaGrafindo Persada, 2023), 52.

60 Bahder Johan Nasutiokletode Penelitian Hukum sted. (Bandung: CV.

Mandar Maju, 2008), 12.
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yang digunakan oleh penulis untuk menjawab
permasalahaadalah yuridis normatif

Bambang Sunggono menjelaskanakma dari
penelitian hukum normatif I€gal research adalah,
Apenel i tian vy aasag sisteenatigak t@rpfi as
sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut
penel i tian h% Boerjono Geekanto jugaa | o .
mengatakan cakupan pada bok normatif mencakup
penelitian terhadap asasas hukum, penelitian
sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi
vertical dan horizontal perbandingan hukum dan yang
terakhir adalah sejarah hukum.

Pendekatandoktrinal yang digunakandalam
penelitian ini secara spesifik pendekatan ystang
undang $tatute approachyang dalam sebagian akademisi
hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis yaitu
penelitian terhadap produkoduk hukunf? Peneliti
menggunakan pendatanstatute approactkarenaobjek
yang akan difokuskan yaitu berbagai aturan hukum yang

menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu

61 BambangSunggono Metodologi Penelitian HukuniJakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997), 44.
62 Bahder Johan NasutioMetode Penelitian Ilmu Hum 2nd ed. (Bandung:
Mandar Maju, 2016), 92.
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penelitian®® Peneliti dalam hal inimenelaah peraturan
perundangundangan yang berhubungan dengan pemilihan
umum. Peneliti menggunakan pendekatan perundang
undangan karena dalam analisa hukum konstitusi untuk
menilai atau mengalisis satu permohonan uji
konstitusionalitas terhadap satu pasal hanya bisa
disandarkan pada konstitusi yang lebih tinggi dalam hal ini
UndangUndang Dasar sehingga pendekatan perurdang
undangan dirasa peneliti tepat.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini
adalah data sekunddalam hal ini sumber data sekunder
merupakan data yang suddiolah siap digunakan tanpa
perlupergolaharnkembali seperti data primer baik dengan
cara komersial maupun non komer§fdPeneliti memakai
rincian dalam sumber data yang digunakan sebagai
berikut:

a. Sumber Data Sekunder
a) Data sekundemerupakan data yang sudah dalam

bentuk diolah sehinggatidak lagi dilakukan

63 Johny Ibrahim and Jonaedi Efenblietode Penelitian Hukunist ed. (Jakarta:
Prenamedi&rup, 2016), 132.

64 Suteki and Galang Taufamiletodologi Penelitia Hukum (Filsafat, Teori, Dan
Peraktik),(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 214.
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pengolahan data oleh peneflindidapatkan oleh
peneliti secara tidak langsung dari sumbernya
Pada penelitian ini pefiti menggunakan data
sekunder yang dijadikan rujukan utardalam
penelitian ini yaitPutusan Mahkamah Konstitusi
Nomor  73/PUUXX/2023, UndangJUndang
Nomor 7 Tahun 201, UndangUndang Nomor 42
Tahun 200&erta peraturan perundangdangan,
buku, dan artikel ilmiah lainnya.

D. Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan suemMsumber

penelitian yang dapat menjawab mengenai permasalahan
yang menjadi fokus peneliti?h Penelitian ini
menggunakadua jenis bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum

yang terdiri dari aturarhukum yang diurut dalam
bentuk hierarki perundangndangandan bersifat
otoritatif.?¢ Bahan hukum primer dalam definisi lain
juga dapat diartikan adalah bahan hukum yang

otoritatif dan dikeluarkan dari lembaga yang

65 Zainuddin Ali, MetodePenelitian HukunfJakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.
66 Jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), 172
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berwenang dalam hal ini putusan pengadila

peraturan  perundargndangan Penelitian  ini

menggunakan bahan hukum primer diantaranya

sebagai berikut:

b) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

¢) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

d) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum

e) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum

f) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU
XX/2022

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum

yang menjelaskan atau mengandungformasi
mengenai bahan hukum prinféDalam hal ini bahan
hukum sekunder yang peneliti dapatkan diperoleh
melalui jurnal, buktbuku yang berkaitan dengan

hukum ketatanegaran maupun persoalan peimaibis,

67 Soerjono Soekantaan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan SingkafJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 29.
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tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain yangevan

dengan masalah yang sedang diteliti.

E. Teknik PengumpulanData
Teknik pengumpulan data adalah langkamgkah

yang ditempuh dalam mengumpulkan data. Peneliti
menggunakaiTeknik dokumentasialam skripsi inyaitu
suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan
menganalisis dokumetiokumen, baik dokumen tertulis,
gambar, maupun elektronik. Dokumdnkumen yang
dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus
masalalf®
Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan
tahapartahapan sebagaimana yang terurai sebagai
berikut®®
1) Mengidentifikasi bahan kum dan datadata
sekunder
2) Menginventarisasi bahan hukundan datedata
sekundeyang didapat
3) Mencatat bahan hukum yang peneliti perlukan untuk

keberlangsungan penelitian

58 Nana Syaodih Sukmadita,Metode Penelitian Pendidikaith ed. (Bandung:
Remaja RosdaKarya, 2011), 212.

69 Muhaimin, Metode Penelitian Hukur(Mataram: Mataram University Press,
2020, 47.
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4) Menganalisis bahan hukum yang didapat sesuai

dengarproblematikahukum.

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan

dalam menganalisis data berdasarkan -data hasil
penelitian yang dianalisismenggunakan peraturan
perundangundangan yang ada maupun tdeori yang
ada didalam penelitianAnalisis datadalam skripsi ini
dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan
jenis penelitian yang tidak bergantung pada perhitungan
atau pengumpulan data dalam bentuk angka. Fokus utama
dalam penelitian kualitatif terletak pada analisa perubahan
yang sgnifikan dalam perilaku individu serta memahami
gejala sosial dan budaya melalui konteks budaya
masyarakat yang bersangkutan, dengan tujuan untuk
memahami polpola yang berlaku. Hasil dari penelitian
ini disampaikan dalam bentuk narasi atau penjelasan
teks.”©

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini melalui pengumpulan data lalu dianalisis

dengan tujuamerdapatkan kesimpulamMetode analisis

70 Suteki dan Galang Taufamiletodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan
Praktik), (Depok:Rajawali Pers, 2018), 139
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penelitian ini mencakup banyak fase. Tahap pertama
adalahmemverifikasi data yang telah diperotalelakukan
pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh
terutama dalam hal kelengkapan dan kejelasan makna,
selain itu data yang diperoleh juga harus diprioritaskain
segikebenarannya atawliditasnya

Sehnjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan
mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan ke
dalam polgpola tertentu untuk memudahkan pembahasan
tentang kaitanya penelitian iffi.

Tahap berikutnya adalah verifikasi, setelah
mengumpulkan dan mengatdata yang dihasilkan dari
studi kepustakaandengan teknik dokumentasi yang
kemudian sudah disusun secara sistematiska
dilanjutkan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa
data tersebut akurat dan dapat diakui. Kemudian tahap
selanjutnya adalah analisysitu upaya untuk mempelajari
dan meyortir data menjadi satuan yang dapat dikelola dan
menemukan apa yang relevadenga napa yang dah

dipelajari’?

"I Nana Sujana and Ahwal Kusunfoposal Penelitian Di Perguruan Tinggi
(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84.

72 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja
RosdaKarya, 2007), 248.
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Peneliti menggunakan analisis secara deskriptif
yang berarti sebuah usalmenggambarkan, menjelaskan,
dan menguraikan secara tepat si#fifat suatu individu,
situasi, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan
ada atau tidak adanya hubungan antajalgegang lain
dalam masyarakat

Teknik analisis dalam skripsi ini dengan
melakukan pengumpulan sumber data hukum yang
didapatkan darstudi kepustakaayang dilakukan dengan
melalui telaah perundanghdangan yang mengatur
presidential threshold Selain itu, terdapat putusan
Mahkamah Konstitutsi yang berkukatan hukum tetap serta
mengambil berbagai pustaka berupa jurnal, buku, artikel,
makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
masalah ini. Setelah melakukan pengumpulan tersebut,
maka diperiksa kebali atau diverifikasi secara mendalam
mengenai keabsahan data yang diperoleh. Terakhir
dilakukan analisis untuk menemukan informasi berguna
bagi masyarakat, pemerintaiyflahkamah Konstitusi
ataupun penulis sendiri sebagai bahan dasar dalam

pengambilan kedusan ataupun solusi permasalahan.

73 Amiruddin and Zainal AsikinPengantar Metode Penelitian Hukudakarta:
Rajawali Press, 2006), 25.
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G. Proses Penelitian
Proses penelitian adalah langkdangkah yang

ditempuh dalam penelitian mulai dari penentuan lokasi
penelitian, langkahlangkah pengumpulan data, sampai
dengan menuangkan hasil penelitian das&mipsi Proses
penelitian terbagi atas pembuatan rancangan penelitian,
pelaksanaan penelitiaalam hal ini menggunakan studi

kepustakaandan penyusunan laporan penelitian.

1. Pembuatan Rancangan Penelitian

a. Merumuskan Variabel Penelitian
Pada tahap awalpenelitian, peneliti

memilih dan merumuskawariable yang akan
menjadi fokus penelitian. Pemilihan dan
peumusan variable penelitiandengan merujuk
pada literatur yang sudah ada sebelumnya. Dalam
konteks penelitian iniyariable yang digunakan
adalah putusn penolakan permohongndicial
reviewoleh Mahkamah Konstitusi putusan Nomor
73/PUUXX/2022 dan pertimbangan hakimnya.

b. Studi PendahuluariPre Research
Studi pendahuluan merupakan sebuah

proses studi literatur mendalam dilakukan untuk
memahami teoridan penelitian yang relevan
dengan topik penelitian. Studi pendahuluan

membantu  peneliti  untuk  mendapatkan
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pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan
kerumitan isu yang diteliti.Selain itu studi
pendahuluan dilakukan untuk memiatilah
penelitian terdhulu sebagai upaya memastikan
bahwa tidak terdapat kesamaan isi penelitian.
Peneliti melakukan proses literasi dalam hal ini
menggunakan teknik dokumentasi dengan
memilih putusan yang terkait dengan objek
penelitian dalam hal inpresidential threshold
untuk memastikan tidak ditemukan kesamaan
tulisan dan Peneliti memilinputusan penolakan
permohonanjudicial review oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Nomor 73/PUU
XX/2022 dan pertimbangahukumnya.

Merumuskan Masalah Penelitian
Setelah  peneliti  melakak  studi

pendahuluan melalui proses studi kepustakaan
(library research kemudian peneliti melakukan
perumusan masalah penelitian dengan cermat.
Dalam hal ini, proses perumusan masalah
melibatkan konsultasi dengalosen pembimbing
melalui diskusi danliteratur review mencari
bahan baca yang mendukung referensi peneliti,

mempelajari pendapat ahli konstitusi kemudian
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membaca risalah sidang Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 73/PUWXX/2022 dan mencari
legal gapdari puausan tersebut sehingga dapat
menentukan rumusan masalah dengan tepat.

Peneliti mengangkat rumusan masalah
pertama yaitubagaimana pertimbangan hukum
hakim Mahkamah Konstitusi atas putusan
penolakan permohonan pengujian norma ambang
batas pencalonan prdsh pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUXIX/2022.
Peneliti mengangkat rumusan masalah tersebut
karena untuk mengetahui pertimbangan hukum
Hakim Mahkamah Konstitusi dengan tetap
mempertahankan ambang batas pencalonan
presiden fresidential threshal).

Peneliti mengangkat rumusan masalah
kedua yaitu bagaimana analisis hukum konstitusi
atas pertimbangan hukum hakim Mahkamah
Konstitusiatas putusan penolakan permohonan uji
materi terkaijpresidential thresholgada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1BUU-XX/2022
Peneliti mengangkat rumusan masalah tersebut
karena untuk menjelaskan analisa hukum

konstitusi terkait putusan penolakgengujian
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terhadap ambang batas pencalonan presiden sesuai

dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatas.

Merumuskan AnggapanDasar
Peneliti merumuskananggapan dasar

yang menjadi dasar kerangka konseptual
penelitian. Anggapan dasar atau hipotesis awal
penelitian dalam hal ini adalah pemberlakuan
presidential thresholddalam sistem pemilihan
umum tidak sesuai dengan Konstitusi Undang
Undang Dasar Pasal 6 Ay@) sehirgga dalam hal
ini dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Memilih Metode dan Pendekatan
Tahap selanjutnya peneliti  memilih

metode dan pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini. Metode yang digunakan
peneliti adalah yuridis normatif. Redekatan
dalam penelitian ini memakai pendekatan
doktrinal, yaitu (statute approachyang dalam
sebagian akademisi hukum menyebutnya dengan
pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap
produkproduk hukum.
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2. Pelaksanaan Penelitian

a. Mengumpulkan Data
Dalam péaksanaan penelitian

mengumpulkan data atau menghimpun data
merupakan salah satu instrumen pentiag dapat
dilakukan melalui beberapa metode. Penelitian ini
menggunakandokumentasiuntuk menghimpun
data yang relevan untuk menunjang kepentingan
penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara
mengumpulkan data sekunder dan bahan hukum.
Data sekunder didapatkan peneliti melalui
buku, artikel ilmiah atau jurnal, majalah, koran,
website,peraturanperundangundangan, putusan
Mahkamah Konstitusidan sebagainyaPeneliti
kemudian mendapatkan bahan hukdasem jenis
primer dan sekunder. Bahan hukum primer
bersifat otoritatif dan dikeluarkan oleh lembaga
berwenang seperti Undatindang ataupun
Putusan Mahkamah Kontitusi yang berkekuatan
hukum tetap sementara bahan hukum sekunder
berupa buku hukum, skripsi, tesis, jurnal dan
sebagainya. Data penelitian dan bahan hukum
yang diperoleh peneliti bertujuan untuk menjawab

rumusan masalah penelitian.
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b. PengolahanData
Data yang diperoleh peneliti kemudian

diolah dan direduksi sehingga kemudian peneliti
mampu memberikan spesifikasi data penelitian
untuk mempertajam dan mengorganisasikan
data™ Peneliti melakukan pengolahan data
dengan cara menelaah pertimbangan
pertimbangan hukum yang tertuang di dalam
putusan, mencari dasperundangundanganya,
dalam hal ini Undangndang Nomor 7 Tahun
2017 dan mensistematisasikannyderhadap
konstitusj khswsnyaPasal 6A Ayat2) mengenai
persyaratan pencalonan presiden dan wakil

presiden.

c. Analisis Data
Analisis data merupakaangkaian proses

dalam penelitian berupa upaya penelaahan
terhadap hasil pengolahan data yang didukung
dengan teorteori yang tela digunakan

sebelumnya.Peneliti menganalisis data dengan
teoriteori yang peneliti jadikan landasan dalam

menganalisis data ddegal gapyang ditemukan.

74 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif & Penelitian Gabungan
(Jakarta: Kencana, 2014), 408.
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Analisis data dalam penelitian hukum memiliki
sifat-sifat seperti deskriptif, preskriptif dan
evaluaif. Pada penelitian yang dilakukan oleh
peneliti menggunakan analisis data deskriptif
yaitu pada saatgmeliti menganalisis penelitian,
peneliti  memiliki  keinginan  memberikan
gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek
penelitian seperti yangpeneliti hasilkan dalam
penelitian yang telah dilakukdh.

3. Pembuatan Laporan Penelitian

a. Proses Pembimbingan
Peneliti melakukan bimbingan pertama

pada taggal 4 Oktober 2023 dengan pembimbing
satu yaitu lbu Novita Dewi, setelah melakukan
konsultasi maka peneliti kemudian mengirimkan
bab satu kepada pembimbing satu. Bab satu
peneliti kemudian dikoreksi untuk pertama kali
kemudian dibagikan pelig¢ dengan atap muka
pada tanggal 11 Oktober 2023 bertempat di ruang
dosen ISDB Fakultas Syariah dan Hukum. Peneliti

kemudian mendapatkan saran dari pembimbing

7 Fajar Mukti and Achmad Yuliant®ualisme Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 201931
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satu untuk mengubah judul penelitian karena
setelah melalui telaah pustaka secara cermat maka
terdapat kesaaan rumusan masalah dari dua
judul skripsi berbeda pada penelitian terdahulu.
Pembimbing satu memberikan masukan untuk
melakukan studi putusan Mahkamah Konstitusi
mengenaipresidential thresholdyang menjadi
ketertatikan peneliti dalam melakukan peneiitia
Peneliti kemudian melakukan telaah putusan atas
permohonan uji materpresidential threshold
Setelah peneliti melakukan proses literatur
putusan maka peneliti mendapatkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUXIX/2022
yang kemudian disetujui pembimbing satu untuk
diteliti lebih lanjut.

Setelan putusan tersebut ditemukan maka
peneliti melak4an dokumentasi dari bahan
penelitian yang dibutuhkan sepertindang
Undang, putusan Mahkamah Konstitusi, buku
hukum, tesis, jurnal dan sebagainya sesuai
kerangkadan rumusan masalgang telah dibuat
Peneliti kemudian disarankan oleh pembimbing
satu untk melanjutkan secara mandiri sampai ke

bab lima penelitian yang kemudian dilakukan
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koreksi, perbaikan dan revisi di akhilengikuti
arahan pembimbing maka peneliti melanjutkan
proses penulisan skripsi bersama dengan proses
tanya jawab dan konsultasi dengpembimbing
untuk menghindari kesalahan dalam penulisan
skripsi, proses tanya jawab dan konsultasi tersebut
dilakukan secaranline Peneliti menyelesaikan
proses penulisan skripsi 21 November 2023 yang
kemudian dilakukan koreksi akhir bersama dengan
Ibu Novita Dewi sebagai pembimbing satu dan Ibu
Arina sebagai pembimbing dua.

Penentuan Konsep dan Teori
Peneliti menentukan konsep dan teori

secara mandiri melalui proses telaah literatur
hukum dan mengkaji konséqwnsep yang dapat
diambil dalam hukum ketanegaraan. Peneliti
dalam menentukan konsep telah menemidgal
gap antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
73/PUUXX/2022 kaitannya dengan dasar
konstitusi Pasal 6A Ayat (2) tentang pencalonan
presiden dan wakil presiden. Peneliti
menggunakan teori deokrasi dan
presidensialisme untuk mengkaji terkRittusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUXIX/2022.
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C.

Penyajian Data
Tahap penyajian data merupakan tahap

pengumpulan informasi yangudah disusun
dimana memungkinkan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakareneliti
menyajikan data dalam bentuk naraseskripsi
dan argumentasi analitiSujuannya yaitu untuk
menggabungkan semua infomasi yang ada
sehingga dapat menggambarkaasil penktian

dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
73/PUUXX/2022 dan menjawab semua rumusan
permasalahan yang ada secara analitis

Analisis Data
Analisis data yang digunakan penulis

dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu
pada saatgnelitimenganalisis penelitiapgneliti
memiliki keinginan memberikan gambaran atau
pemaparan atas subjek dan objek penelitian
sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh
penulis Data yang terkumpul dianalisis untuk
menjawab rumusan masalah mengepatusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUXIX/2022
mengenai permohonan penurunan ambang batas

presidential thresholddalam sistem Pemilihan
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Umum di Indonesia. Hasil analisis ini membantu

peneliti dalam menyimpulkan temuan penelitian.

Merumuskan Saran
Peneliti merumuskan saran  atau

rekomendasi setelah mengetahui dan mengkaji
legal gap yang ditemukan. Proses perumusan
saran peneliti dapat lakukan setelah melengkapi
data kemudian peneliti memgnbil kesimpulan
akhir tentang analisis pertimbangan hukum
perolakan permohonanpresidential threshold
oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan
studi Putusan Nomor 73/PUXIX/2022.

Persetujuan Pembimbing
Peneliti mendapatkan persetujuan dari

pembimbing terkait judul penelitian yaitu
fAnalisis Hukum Konstitusi Terhaga
Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah
Konstitusi Atas Putusan Penolakan Permohonan
Presidential ThresholdPada Putusan Nomor
73/PUUXX/2022 0 . Peneliti mendapatkan
persetujuan terkait judul penelitian pada 11
Oktober 2023 oleh pembimbing satu yaitu Ibu
Novita Dewi Masyithoh.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi
atas Putusan Penolakan PermohonanPresidential
Thresholdpada Putusan Nomor 73/PUUXX/2022

1. Kasus Posisi
Kasus posisi yang dibahas dalam penelitian ini

adalah adanya putusan penolakan permohonan
presidential thresholdleh Mahkamah Konstitusi pada
Putusan Nomor 73/PUXX/2022. Permohonan para
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 222
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum terhadapasal 1Ayat (2), Pasal 6A
Ayat (2), Pasal 2Ayat (1), danPasal 28DAyat (3)
UndangUndang Dasar 1945.

Pasal yang diuji yakni Pasal 222ntlhng
Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Unum yai tu yang berbunyi: i
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang memdnupersyaratan
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada

Pemilu anggota DPR sebel umn:
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Pemohon melakukan permohongndicial

review Pasal 222 Undarngndang Nomor 7 Tahun
2017 terhadap beberapa batu uji Undbimglang Dasar

diantaranya sebagai berikut:

a.

PasallAy at (2) UUD 1945 ber bu
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UndangUndang Dasar o.
Pasal 6AAy at (2) UUD 1945 berb
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umumo .
Pasal 27Ay a 't (1) UUD 1945 ber
warga negaradysamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinyao.
Pasal 28DAy a t (3) UUD 1945 AS
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dal am pemerintahano.

Pasal 222 UndsprUndang Nomor 7 Tahun

2017tentang Pemilihan Umummerupakan ketentuan

tambahan dari Konstitusi Undatuipndang Dasar Pasal
6A Ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa
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APasangan Cal on Presiden |
diusulkan oleh partai politik ataupun gabungpantai
politik peserta pemilu sebel

Ketentuan tambahan dari adanya pasal 222
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 ini yang
kemudian dianggap bermasalah dan dilakukan
permohonanjudicial review atas ketentuan pasal
tersebut. Pemohon beaggapan tingginya angka
presidential thresholdnenyebabkan pemohon dalam
hal ini Partai Keadilan Sejahtera kehilangan hak
konstitusional dalam mencalonkan presiden atau wakil
presiden pada Pemilihan Umum 2019.

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis
Syura Nomor 02/D/SKEP/MSI1/PKS/V/1439 tentang
Penetapan Namidama Bakal Calon Presiden Republik
Indonesia dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden
Republik Indonesia dari Internal Partai Keadilan
Sejahtera tertanggal anuari 2018, PKS sebenarnya
sudah mempersiapkan calon presiden dan wakil
presiden Pemilu 2019 dari internal Partai. Namun,
angka presidential thresholdyang tinggi, membuat
Pemohon | dalam hal ini Ahmad Syaikhu dan Aboe
Bakar selaku perwakilan PKS merkaa kerugian

konstitusional yang spesifik ia tidak dapat
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mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri

atau dari internal Partai di Pemilu 2019.

2. Para Pihak
Pemohon dalam permohonan  Nomor

69/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022 merupakan bagian
dari tokoh padtik Partai Keadilan Sejahtera beserta
para kuasa hukum selaku perwakilan partai dalam hal
ini Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad
Syaikhu, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
PKS Aboe Bakar, Ketua Majelis Syura PKS Salim
Segaf Al Jufri dam hal ini beserta para kuasa hukum
Zainudin Paru, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H.,
M.H., Ahmar lhsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto,
S.H., Faudjan Muslim, S.H. dan Aristya Kusuma
Dewi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam

Negara Hukum Institute menjagiara pihak pemohon.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dimuat

pada Pasal 248yat (1) huruf a Undangyndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
Pasal 1QAyat (1) huruf a Undantyndang Nomor 24
Tahun 2003 temhg Mahkamah  Konstitusi

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
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kali dengan Undantgyndang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Mahkamah Konstitusi dan PasalA@t (1)
huruf a UndangJndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009).

Pasal 24C Ayat (1) dalam hal menentukan
wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir untuk pengujian Undang
Undang berbunyi iMahkamah K
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menig undang
undang terhadap Undatndang Dasar".

Pasal 1Ayat (1) UndangUndang Mahkamah
Konstitusijuga dalam hal ini menjelaskan kewenangan
Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final yaitu untuk menguji undangndang terhadap
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dijelaskan
juga olehpasal 29A Ayat (1) UndangUndang Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyiit Mahkamah Konstitusi ber
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk:
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a. Menguji undangundang terhadap Undatundang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Memutus pembubaran partai politik;

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum;

e. Kewenangan lain yang diberikanebl undang

undango.

Legal Standing Pemohon
Kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan

uji UndangUndang diatur dalam pasal Fyat (1)
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diberi hak
kewenangan konstitusionalnya oleh dangUndang
DasarNRI Tahun1945 dengan sebab perasaaan yang
dapat dibuktikan dirugikan oleh berlakunya suatu
UndangUndangdiantaranya adalah sebagai berikut
a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk
kelompok orang yang mempunyai kepentingan

sama);
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b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undaldgdang;

Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

Sesuai Putusan Mahkamahoné&titusi Nomor
006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 serta putusan
putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
Ayat (1) UU MK harus memenubhi limaiteria, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut
oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh
berlakunya Undantyndang yang dimohonkan
pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setididiaknya
potensial yangmenurut penalaran yang wajar

dapat dipastikan akan terjadi;
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d. adanya hubungan sebakibat (causa verband)
antara kerugian dimaksud dan berlakunya
UndangUndang yang dimohonkan penguijian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan nsak kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi terjadi.

5. Argumentasi Permohonan
Pemohon dalam argumentasinya menerangkan

bahwa permohonauji konstitusionalitas dari Pasal 222

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 bukan perkara

yang sudah pernah diputus sebelumnya atzhis in

idem Dalam argumentasi permohonan pemohon
menjelaskan bahwa Mahkamdierwenang menguiji

ketentuan UU yang sebelumnya pernah diuji dengan
dasar atau alasan pengujian yang berbeda hal ini
pemohon dalilkan pada ketentuan Pasal 60 Undang

Undang Mahkamah Konstitusiomor 48 Tahun 2009

jo. Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusindo 2

Tahun 2021.

Pemohon menjabarkan perbedaan permohonan ini
dengan permohonan lainnygerletak pada upaya
membuktikan bahwa permohonan ini tidak sama

dengan permohonan yang telah ditolak dan diperiksa
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substansi atau pokok perkaranya. Perbedaan yang
dimaksud tersebuytada kesepahaman pemohon dengan
putusan Mahkamah Konstitusi terkajien legal policy
dari pembuat kebijakan Undatndang Nomor 7
Tahun 201 Tentang Pemilihan Umumamun pemohon
meyakini perlu diberikan batasan yang lebih
proporsional, rdsnal dan implementatif dalam
ambang batas pencalonan presiden atau wakil presiden
sehingga tidak merugikan hak konstitusional Pemohon.

Berdasarkan argumentasi permohonan tersebut,
maka para pemohon meminta kepada Mahkamah
Konstitusi  untuk  mempersempit n&grrowing)
pembatasan pelaksanaapen legal policymelalui
interval range angka ambang batas untuk
menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dalam
demokrasi kedaulatan rakyat. Penentind@rval range
angka ambang batas menurut pemohon harus berbasis
pada kajian ilmiah melalui penghitungan indeks
Effective Numbers of Parliamentary PartiENPP),
yang tidak pernah disinggung dalam permohenan
permohonan yang berkaitan dengan Pasal 222 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelumnya

Para pemohon dalam argumentasi permohonan

juga menjelaskan adanya pelanggaran terhadap
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batasarbatasan yang telah disepakati oleh Mahkamah
di dalam penerapampen legal policypresidential
threshold20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang
termuat di dam Pasal 222 Undargndang Nomor 7
Tahun 2017. Mahkamah Konstitufilam argumentasi
pemohondiharapkan dapat menetapkan batasan lain
yang lebih rasional, proporsional, dan implementatif
mengenaiopen legal policyatas angkapresidential
threshold guna meastikan tidak adanya hak
konstitusional yang dilanggar.

Secara konsep pemohon sepakat dengan
Mahkamah bahwapresidential thresholdnerupakan
open legal policy yang menjadi kewenangan
pembentuk  undangndang Pemohon  dalam
argumentasinya menilai bahwpen legal policyterkait
ambang batas pencalonan presiden yang diberikan
kepada pembentuk undangdang bukanlah sebuah
ketentuan bersyarat, melainkan disertai dengan
batasarbatasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan
tersebut adalah:

a. tidak melanggar moriahs;
b. tidak melanggar rasionalitas;

c. tidak menciptakan keadilan yang intolerable;
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d. kebijakan tidak melampaui  kewenangan
membentuk undangndang;

e. tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan;

f. tidak nyatanyata bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon menjelaskan bahwa ukuran ideal dari
adanya ambang batas dalam pencalonan presiden
adalah dengan menggunakan kombinasi indeks dari
Effective Number of Parliamentary PartiéENPP).
Indeks ENPP merupakan penghitungan ambang batas
melalui jumlah kursparlemen yang dimiliki oleh Partai
Politik untuk mengukur efektivitas dari keberadaan
partai politik yang ada di parlemen dalam membentuk
sistem kepartaian.

ENPP di Indonesia perlu dihitung terlebih dahulu
untuk menentukan interval rentang persentasgasu
dalam penentuan dari ambang bathse§hold yang
proporsional bagi Pemilihan Pasangan Calon Presiden
dan Calon Wakil Presiden berdasarkan jumlah kursi
Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum
sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 untuk
menemitan ENPP sebagai gambaran jumlah partai
politik yang memiliki pengaruh dalam pengambilan

kebijakan publik sejak era reformasi.
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Argumentasi pendekatan terhadap jumlah partai
signifikan yang digunakan sebagai basis penghitungan
ENPP, membuaklausula pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden berdasarkan persentase jumlah suara
nasional menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan
basis pendekatan ENPP adalah jumlah partai dan bukan
jumlah suara.

Pemohon mendalilkan untuk mengetahui interval
rentang persentase suara dalam penentuan dari ambang
batas yang proporsional bagi Pemilihan Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu dilihat
besaran persentase jumlah kursi DPR partai urutan
terakhir yang termasuk ke dalam ENPP. Persentase
Jumlah kursi DPR partai urutan terakhir yang termasuk
ke dalam ENPP dengan rincian sebagai berikut:

a. Partai Urutan k& Pemilu 2019: PKS dengan 50
kursi atau setara dengan 9% kursi DPR;

b. Partai Urutan k& Pemilu2014: PKS dengan 40
kursi atau setara dengan 7% kursi DPR;

c. Partai Urutan k& Pemilu 2009: PPP dengan 37
kursi atau setara dengan 7% kursi DPR;

d. Partai Urutan k& Pemilu 2004: PKS dengan 45

kursi atau setara dengan 8% kursi DPR;
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e. Partai Urutan ké Pemil 1999: PAN dengan 34
kursi atau setara dengan 7% kursi DPR.
Berdasarkan kalkulasi ilmiah dalam argumentasi
permohonan maka terdapat interval rentang persentase
suara dalam penentuan dari ambang bdkaeshold
dari 5 pemilu terakhir adalah 7%9% kurs DPR.
Alasan khusus mengapa rentang interval merupakan
pengaturan yang cocok adalah karena interval
memberikan mekanisme variasi yang mungkin terjadi
sesuai dengan kondisi realitas dari komposisi ENPP di
DPR.

Pembuktian
Upaya pemohon dalam membuktikataliinya

penulis jabarkan secara spesifik sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi UndandgJndang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Bukti P-2 : Fotokopi UndandgJndang Dasar
Negara Repubik Indonesia Tahun 1945

3. Bukti P-3 : Fotokopi KeputusaMenteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2021 tentang
Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah Il|

Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan
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Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan
Sejahtera Tanggal 19 April 2021Bukti ini
merupakan tanda legal pengesahan badan hukum
yang berbentuk partai politik.

Bukti P-4 : Fotokopi Akta Nomor 6 tanggal 4 Maret
2021 Pernyataan Keputusan Musyawarah Il
Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Kdadali
Sejahtera Notaris Aulia TaufaniBukti P-4
diajukan pemohon kepada mahkamah dalam
maksud sebagai upaya menunjukkan hak
konstitusional yang dirugikan oleh Pasal222
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017.

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2021 tentang
Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah V
Majelis Syura Perubahan Susunan Kepengurusan
Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2@225
tanggal 25 Oktober 202Pemohon mengajukan
bukti R5 sebagai penguat argumentasi buk{ P
dan bukti P4.

Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 58 / PL.01-Kpt / 03 / KPU / Il /
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2018 tentang PenetapanPartai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwdkn Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019. tanggal 17 Februari
2018 Hal ini dibuktikan sebagai upaya
menunjukkan pemohon | merupakan partai politik
peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DRP[®3 Kabupaen/Kota pada tahun
20109.

Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 1317 / PL.01:Bpt / 06 / KPU /
VIII / 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019taaggal

31 Agustus 2019Pemohon mengajukan bukt7P
sebagai tanda bahwa telah berhasil duduk sebagai
salah satu partai di Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) periode 2012024.

Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor
02/DISKEP/MSVI/PKS/V/1439 Partai Keadan
Sejahtera (PKSbanggal 27 Rabiul Akhir 1439 H
14 Januari 2018 M tentang Penetapan Nadama

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia dan
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10.

Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia
Dari Internal Partai Keadilan SejahteBukti P-8
diajukan pemohon sebagai validitas bahwa
pemohon Il merupakan calon yang secara
konstitusional ingin diajukan lewat mekanisme
partai namun terhalang oleh ambang batas
presiden.

Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor
21/SKERMMS-III/PKS/VII/1442  dari  Partai
Keadilan Sejahteratentang Penetapan Simbol
Tokoh Partai Keadilan Sejahtera  Untuk
Pemenangan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024,
tertanggal 30 Juni 2021Bukti P9 diajukan
pemohon sebagai validitas bahwa pemohon Il
diputuskan sebagai simbol pema@gan Pemilihan
Presiden Tahun 2024.

Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun
2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai
Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan
Umum Talun 2014 Pemohon Il mengajukan bukti

P-10 dalam rangka menjelskan kerugian
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11.

12.

13.

konstitusional bagi partai yang terdampahgka
threshold yang tinggi.

Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Salim Segaf Aljufri NIK: 3175041707510001
Bukti P-11 diajukan kepda mahkamah untuk
menjelaskan bahwa kedudukan pemohon Il dalam
hal ini berkapasitas sebagai Warga Negara
Indonesia (WNI).

Bukti P-12 : Fotokopi Kesimpulan Musyawarah IV
Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa
Bakti 20202025 tertanggal 30 Juni 202Bukti P-

12 diajukan sebagai pembuktian kepada mahkamah
bahwa pemohon Il merupakan Ketua Majelis Syura
yang telah diputuskan sebagai simbol tokoh
pemenangan pemilihan presiden 2024 sebagaimana
diputuskan oleh Majelis Syura PKS berdasarkan
Poin 4 Kesimpulan #usan Majelis Syura ké
PKS Tahun 2021.

Bukti P-13 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Panitia
Khusus Rancangan Undahktpdang tentang
Penyelenggaraan Pemilu; Tanggal 30 November
2016 sampai dengan 13 Juli 201Bukti P13
diajukan kepada mahkamah dalam rangka

meyakinkan mahkamah bahwa ambang batas
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14.

15.

16.

presiden tidak memiliki landasan ilmiah yang
cukup kuatPemohon | menjelaskan

Bukti P-14: Fotokopi JurnalPreviously Published
Works,n Ef f ect i veo nAINebsare of
with Application to West Europe.
https://escholarship.org/uc/item/703827nv

Bukti P-14 menunjukkan Indeks ENPP merupakan
penghitungan ambang batas melalui jumlah kursi
parlemen yang sesuai dan relevapa#tai dalam
presidensialisme.

Bukti P-15 : Fotokopi Buku: Handbook of Party
Politics Edited by: Richard S. Katz and William
Crotty. Sage Publications ISBN: 0761943145
Pemohon mengajukan bukti -1 kepada
mahkamah dalam hal ini sebagai rangka untuk
menjelakan ENPP dapat menghasilkan jumlah
yang lebih kecil daripada jumlah partai politik yang
ada di parlemen.

Bukti P-16 : Fotokopi Jurnal terbitan Parliamentary
Affairs Advance Accesd April 2015 The Decline

of Majoritarianism in the UK and thEixedterm
Parliaments Act; Petra Schleiter and Valerie Belu
Bukti P-16 diajukan oleh pemohon kepada

mahkamah untuk meyakinkan hakim bahwa
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17.

18.

penggunaan ENPP memberikan gambaran atas
keterwakilan dari berbagai kelompok yang ada di
masyarakat secara proporsah ~ Pemohon
meyakini besaran ENPP akan linier dengan
banyaknya jumlah partai yang memiliki kekuatan
dalam pengambilan keputusan di parlemen dan
berhubungan dengan stabilitas dari sistem
pemerintahan presidensial.

Bukti P-17 : Printout Situs Web BPS.go.iahsil
penghitungan suara sah partai politik peserta
pemilu legislatif tahun 1953019 diunduh pada
tanggal 06 Agustus 202Bukti P-17 diajukan oleh
pemohon untuk menjelaskan  mekanisme
penghitungan kumulatif untuk pemberlakuan
ENPP sebagai ukuran ambarajds presiden.

Bukti P-18 : Fotokopi Jurnal: Parliamentary Affairs
(2019) 71, 20222 Advance Access Publication 19
March 2018 Distributing Chairs and Seats in
Committees: A Parliamentary Perspective Martin
Ejnar HansenBukti P-18 diajukan oleh pemohon
untuk menjelaskan kekuatan nyata dari partai
politik secara konseptual ditentukan oleh perolehan
kursi DPR.
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6. Pertimbangan Hukum

a. Kedudukan Hukum Pemohon
Kedudukan hukum Pemohon | adalah

badan hukum yang berbentuk partai politik yang
telah mendapatkan pengeaahdari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia di mana Presiden
dan Sekretaris Jenderalnya memiliki kewenangan
untuk bertindak atas nama Pemohon | dalam
menandatangani surat dan/atau dokumen penting
tertentu berdasarkan Pasal 39 Akta mengenai
Pernyataan Kputusan Musyawarah Il Majelis
Syura Perbahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan
Sejahtera dan juga dapat mewakili partai di muka
hukum termasuk mengajukan permohonan
pengujian undangndang atas nama partai di
Mahkamah Kontitusi. Pemohon | diakui sebagai
peserta partai Pemilihan Umum 2019.

Kedudukan hukum Pemohon II adalah
perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang
berkedudukan sebagai Ketua Majelis Syura Partai
Keadilan Sejahtera yang telah ditetapkan sebagai
bakal calon Presiden dan dan/atau bakal calon
wakil Presiden 2012024 dari intenai Partai

Keadilan Sejahtera dan telah diputuskan sebagai
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simbol pemenangan Pemilihan Presiden Tahun
2024.

b. Pokok Permohonan
Pemohon mengemukakan pokok

permohonalyang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 sepanjang
frasa Aéyang me menuhi pe
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari
suara sah secara nasional pada Pemilu anggota
DPR sebelumnya. 0 bertent
1945 dan tidak mmiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang persentase tersebut
melebihi interval persentase sebesar 7% (tujuh
persen) 9% (sembilan persen) Kursi DPR.

2) Memerintahkan kepada pembuat undang
undang untuk menetapkan persentase tetap
ambang batas pengajuan Ramn Calon
Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan
interval Persentase di atas dalam jangka waktu
selambatambatnya 3 (tiga) bulan sejak

putusan dibacakan.
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c. Amar Putusan
Amar putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 73/PUUXX/2022 tentang Permohonan

permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum adalah berbunyifiMenolak

permohonan para Pemohon untuk selurubnya

d. Concurring Opinion
Putusan ini memiliki duaconcurring

opiniondari dua hakim Miakamah Konstitusi yang
berbeda yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra dan
Hakim Konstitusi Suhartoyo. Hakim Konstitusi
Saldi Isra dalam pandangannya menyatakan
concurring opinion bahwa ambang batas
pencalonan calon presiden dan wakil presiden
bukanlah merupakaopen legal policypembentuk
undangundang. Saldi Isra berpandangan secara
konstitusional, syarat pengajuan calon presiden dan
wakil presiden telah ditentukan secara eksplisit
dalam UUDNRI Tahun B45. Pasal 6AAyat (2)
UndangUndang Dasar 1945 menyatakan,
ifPasangan cal on Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politk peserta pemilihan umum sebelum
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pel aksanaan p ®asalbMyati2an  u mu
UndangUndang Dasar 1945menurut Hakm

Konstitusi Saldi Isra dalam hal ini memberikan

batas yang jelas bahwasanya pembuat dan
pembentuk undangndang tidak dapat keluar dari

apa yang telah dimuat dalam norma konstitusi
dengan cara menambah syarat baru yang sama
sekali tidak dikehendaki UUDO45.

Masalah konstitusionalitas dari
pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden
dalam pandangan Saldi Isra dibiarkan dalam
wilayah abuabu. Merujuk padapertimbangan
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUUXI1/2013 [terutama Paragraf (3.18) him.
84-85] yang meny at akan, AiAdapun
pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008,
Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan
penyelenggaraan Peihiin UmumPresiden/Wakil
Presiden dan Pentfian UmumAnggota Lembaga
Perwakilan dalam pemilu secara sea&nimaka
ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai
politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan

calon presiden dan wakil presiden merupakan
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kewenangan pembentuk undamgdang dengan
tetap mendasar kan pada ket
Ambiguitas putusa Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PUUXI/2013 terletak pada penentuan
ambang batas pengajuan pasangan calon presiden
dan wakil presiden vyang diletakkan oleh
Mahkamah pada wilayah kebijakan hukum terbuka
(open legal policy pembentuk undangndang.
Sementarati u , di Si si l ai n, d e
mendasarkan pada ketentua
Putusan a qugq pembentuk undargndang
diamanahkan untuk tetap berpegang pada semangat
konstitusi, terutama Pasal 6&yat (2) UUD NRI
Tahunl1945.
Dalam concurring opiniomya Hakim
Konstitusi Saldi Isra menjelaskan lebih lanjut
bahwa merujuk pada Pasal &4at (2) UUDNRI
Tahunl945maka seharusnya secara implementatif
seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau
ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu
dalam satu periode pemilu memiliki hak untuk
mengajukan atau mengusulkan pasangan calon

presiden dan wakil presiden.
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Dalam posisi sebagai norma konstitusi
yang secara tegas menentukan subjek yang berhak
mengusulkan calon presiden dan wakil presiden,
maka ketentuan lebih undangdang yang
mengatur mengenai pencalonan tidak boleh
mengurangi hak dari subjek yang ditentulcdeh
konstitusi memiliki hak mengajukan pasangan
calon presiden dan wakil presiden tersebut.
Berbeda denganconcurring opinion Hakim
Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Hakim
Mahkamah Konstitusi Suhartoyo berpegang teguh
bahwa ambang batas pencalonan presiifgak
tepat diberlakukan adanya persentastakim
Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi
Suhartoyo keduanya tidak sepakat terkait

pemberlakuapresidential threshold

B. Analisis Hukum Konstitusi atas Pertimbangan
Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan
Penolakan PermohonanPresidential Thresholdpada
Putusan Nomor 73/PUUXX/2022

1. Legal Standing Pemohon
Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Unddsgdang

Mahkamah Konstitusi kedudukan hukum para
pemohon telahmemenuhi kualifikasisebagaimana

yang diatur oleh Undangndang. Menurut analisis
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hukum konstitusi para pemohon memilikegal

standingyang sah dengan alasan sebagai berikut:

1)

2)

Pemohori

Pemohon | secaranenurut Mahkamah
memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon
karena pemohon merupakantpapolitik sebagai
peserta pemilihan umurRasal 173Ayat (1) dan
Ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai
persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan
untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu
mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai
politik yang telah terpenuhi persyaratannya
selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUKedudukan
hukumPemohon Mitinjau dalam analisis hukum
konstitusi selamadapat menguraikan secara
spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa
dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017
dianggap telah merugikan hak konstitusional
maka dalam hal ini Pemohon | memililegal
standingsebagai pemohon.
Pemohorll

Berkedudukan sebagaerorangan Warga

Negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua
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Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera
Mahkamah  Konstitusi dalam  putusannya
menganggap Pemoho I memilikkedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonanDitinjau dari hukum konstitusi serta
mengikuti risalah persidanganelsmgai calon
Presiden yang diusulkan lewat mekanisme
musyawarah majelis syura Pemohon dépat
menguraikan secara spesifik adanya hubungan
kausal ¢ausal verbangddengan berlakunya norma
Pasal 222 ddangUndangNomor 7 Tahur017
dianggap telah merugikanak konstitusional
Pemohon Il sebagai warga negara yang ingin
dicalonkan menjadi PresideRPemohon Il telah
dapat membuktikan kerugian konstitusional
secara kausal dari pemberlakuan Pasal 222
UndangUndang pemilu dalam analisa hukum
konstitusi maka Pemohonll mempunyai

kedudukan hukum.

2. Pokok Permohonan
Pokok permohonan sebagaimangang

disimpulkanolehMahkamah Konstitusnaka peneliti

memberikan analisa konstitusi sebagai berikut:
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1) Permohonan pemohon mengengengujian
konstitusionalitas Pasal 222JndangUndang
Nomor 7 Tahun 2017 dengan frasa yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima
persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu
anggota DPR sebelumay, 0 di putus
mahkamah sebagai norma inkonstitusiatelbm
analisa konstitusi maka permohonan pemohon
memenuhi kualifikasi karena pemohon telah
mampu membuktikan kerugian konstitusional
secara kausalitas dari adanya ambang batas

pencalonan presiden.

Sebagai pisau analisis hukum konstitusi
peneliti  menyandarkan argumentasi pada
pemikiran Jimly Asshiddigie yang menyatakan
Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan
tugasnya terdapat lima fungsi di antaranya sebagai

berikut:"®

76 Maruarar SiahaarHukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006),
7.
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a) Pengawal konstitusi,

b) Pengendal keputusan berdasarkan sistem
demokrasi,

c) Penafsir tertinggi konstitusi,

d) Pelindung hak konstitusional warga negara

e) Pelindung Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai analisis hukum atas
pertimbangan hakim konstitusi pada Putusan
Nomor 73/PUUXX/2022 peneliti menyoroti
pertimbangan hakim dengan argumentasi Jimly
Asshiddigie  mengenai  fungsi Mahkamah
Konstitusi sebagai pengendali keputusan
berdasarkan sistem demokrasi dan fungsi sebagai
pelindung hak konstitusional warga negara.

Tujuan utana demokrasi salah satunya
adalah  melakukan sirkulasi elite  untuk
menghindari elite negara berkuasa terus menerus.
Demokrasiyang dilaksanakan di Indonesia yaitu
demokrasi Pancasila masih memiliki hambatan
serius dalam implementasinya. Penerapan adanya
amhbang batas tireshold menjadi salah satu
hambatan dalam pelaksaan demokrasi substantif.
Pemberlakuanpresidential thresholdmemaksa

memadukan dua desain kelembagaan, sebab calon
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2)

Presiden dan calon Wakil Presiden harus
bergantung pada  koalisi  partai  yang
mengusungnya sehingga menyebabkan politik
transaksional dari penerapan sistem ambang batas
ini.””

Permohonan pemohon mengepearintahkepada
pembuat undangndang untuk menetapkan
persentase tetap ambang batas pengajuan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil skien
berdasarkan interval Persentéseat mekanisme
Effective Numbers of Parliamentary Parties
(ENPP) sebesar -B%. Meninjau permohonan
pemohon dalam hal ini penetapan ambang batas
pencalonan presiden melalui mekanidafiective
Numbers of Parliamentary PartieJENPP)
sebesar -B% peneliti menganalisis dengan teori
presidensialismeSecara definitif teori atau paham
presidensialadalah suatubangunan pemikiran
yang menghendaki jabatan presiden sebagai
kepala fiead of gogrnmentand stateyangdalam

pelaksanaan pemerintahannya badan eksekutif

"Abdul

Majid and Anggi Novita Sari,
Dal am Kepenti dganalOl Rgahkeéeno: Ri set
Manusia5, no. 2 (2023): 8, https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.120.
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tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif
tetapi tidak saling menegasikan kewenangan
eksekutif dan legislatif Merujuk kepada teori
presidensialisme maka permohonan pemohon
akan memperkuat  sistem  pemerintahan
presidensialismePeneliti juga melihat tawaran
penghitungan ambang batas pencalonan presiden
melalui mekanisme Effective Numbers of
Parliamentary PartiefENPP)lebih ilmiah dari
ukuran  presentase presidential  threshold
sekarang. Peneliti beranggapan pengambilan
presentase ambang bataesidential threshold
diukur dengan hasil pemilihan legislatif 5 tahun
sebelumnya tidak masuk akalPertanyaan
mendasar adalah bagaimana caranya memastikan
partai pditik pesertapemilihan umum anggota
legislatif 2024 yang berasal dari partai politik hasil
pemilihan umum2019 tetap mampu memiliki
kursi atau suara sah secara nasional paling tidak
sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah

secara nasional pada Pan2019.
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3. Concurring Opinion Hakim Kontitusi Saldi Isra
Saldi Isra dalam concurring opinion

berpendapat dalanbatas penalaran yang wajar,
mempertahankan ambang batas pencalonan presiden
dan wakil presiden berarti bertahan memelihara
sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila
diletakkan dalam desain sistem pemerintahan,
mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif
sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif
tertinggi (chief execuftf) jelas merusak logika sistem
pemerintahan presidensiaHakim Konstitusi Saldi
Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo keduatigak
sepakatpemberlakuan ambang batas atas presentase
tertentu terhadap pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden Kesimpulan yang sama namun Hakim
Konstitusi Saldi Isra mempunyai argumentasi dan
pertimbangan yang berbeda dengan Hakim Suhartoyo.
Menurut Saldi Israambang batas pencalonan calon
Presiden danWakil Presiden bukanlah merupakan
open legal policypembentuk undangndang.

Dalam analisa hukum konstitusiakasecara
konstitusional, syarat pengajuan calBresiden dan
Wakil Presiden telah ditentukan secara eksplisit dalam
UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 6AAyat (2)
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UUDNRITahun® 45 menyatakan, i Pa
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum sebel um pel aksanaan
Keterangan darfPasal 6AAyat (2) UUDNRI Tahun

1945 dinilai peneliti, konstruksi atau perumusan
norma konstusi demikian, pembentuk undang
undang tidak dapat keluar dari apa yang telah dimuat
dalam norma konstitusi dengan cara menambah syarat
baru yang sama sekali tidak dikehendaki UNRI
Tahun D45.

Peneliti menganalisaconcurring opinion
Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan teori
presidensialisme. Thomas Jefferson mengatakan
bahwa &tem presidensial memiliki hakikat
memperkuat posisi presiden dalam pemerintahan
karena karakternya sebagai pemegang kekuasaan
eksekutif, dan sekaligus kepalanya, nteampaki
itu.”® Pemerintaharberdasarkan sistem presidensial
maka dibutuhkan dukungan institusional berupa
sistem kepartaian yang tepdaktik politik yang

berlangsung di Indonesia, sistem kepartaian yang

78

Ku s n a d ahkamahi MKonstitusi dan Upaya Menegakkan Asas

Presidenislisme di Indonesia®d 4 .
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berlaku adalah sistem multi partaiTerkait
permaglahan dalam hubungan antara sistem
presidensial dengan sistem multi pamzakakedua
konsep tidak kompatibel karena kodratnya yang saling
bertolak belakangConcurring opiniondari Hakim
Saldi Isra menunjukkan ketidaksepakatan atas
pemberlakuan presidential threshold Terjadi
ambiguitas atas pelaksanaan pemilihan umum yang
secara langsung menggabungkaemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan umum
legislatif. Pemberlakuan pemilihan umum lembaga
eksekutif lembaga alekutif dengan legislatif akan
merusak logika presidensialisme.

Unsur penting dalam pemerintahan yang
menganut sistem atau tegiesidensialismedalah
independensiembagaeksekutif dari legislatif, maka
presidential threshold seharusnya tidak relevan.
Mengikuti logika presidensial makaemua partai
politik peserta pemilu legislatif berhak untuk
mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden
sendirj dalam istilah lainjika basisnya adalah
presidensialisme, maka pengaturan tentang syarat
pengusungan gangan calonPresiden dan WAkil

Presiden oleh partai polittk adalah lebih
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memperhatikan figur atau sosok calon yang hendak
diusung, bukan partai politik pengusungniagika
presidensialisme akan menjadi lebih rusak ketika
penghitungan jumlah suara padanildhan legislatif
justru yang menentukan syarat pencalonan Presiden

yang notabenenya sebagai lembaga eksekutif.

4. Concurring Opinion Hakim Konstitusi Suhartoyo
Hakim Konstitusi Suhartoyoberpendirian

bahwa terkait dengan pemberlakuan presidential
thresholdtidak tepat diberlakukan adanya persentase
Penilihan Umum merupakan instrumen atau sarana
untuk melaksanakan demokradi, beberapanegara
demokrasi pemilu dianggap sebagai lambang
sekaligus tolok ukur demokrasRamlan Surbakti
mergategorikan pemilu sebagai salah satu dari pilar
sistem politik demokrag?P

Secara tekstual gramatikal, Pasal 6A Ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional
kandidasi calon presiden dan wakil presiden bagi
partai politik baik partai politikmengusulkan secara

tunggal ataupun gabungan partai politik peserta

“Ramlan Subakti, Di di k S uWMerancan@ Jistem, and
Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Eféktiarta:
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pentahian, 2011), 5.
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pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil
presiden. Secarafilosofis-konseptual partai politik
sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara
pemerintahan negarathé stat® dengan warga
negaranya the citizenk®® Berdasarkanbangunan
sistem pemilu presiden dan wakil presiden secara
konstitusional mandat pencalonan presiden dan wakil
presiden itu kepada semua partai politik yang terdaftar
sebagai peserta pemilu sebelum pémil umum
dilaksanakan.

Merujuk  kepada metode pemaknaan
konstitusi baik secara gramatikal maupun filosofis atas
konstitusi Pasal 6A Ayaf?) UndangUndang Dasar
1945 maka pendapaHakim Suhartoyo justru
memperkuat kedudukan demokrasi dalam pemilihan

umum di Indonés.

5. Amar Putusan
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

menguji konstitusionalitas sebudbindangUndang
merupakan hal yang sangat fundamental dalam sistem

hukum sebuah negara. Setiap putusan Mahkamah

8 Janpatar Si mamor a, fiMenyongswnalg Rezi
Rechtsvinding, no. 1 (2014): 3.
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Konstitusi bersifaterga omnes yang berarti harus
dipatthi oleh seluruh lembaga negara dan seluruh
masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam
hal putusan juga bersiffibal and binding Kedudukan
seperti ini yang menjadikan putusan Mahkamah
Konstitusi dianggap mempunyai kedudukan legalitas
tersendiri.Sebagathe final interpreter of constitutign
Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memberikan
pemaknaan ataebuaHJndangUndang?*

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang
berwenang menguji Undargndang atas Undang
Undang Dasar secara empifiigga penddian ini
dilakukan sudah melakukanempat belas kali
pengujian atas permohongdicial reviewterhadap
Pasal 222 Undangndang Nomor 7 Tahun 2017
terakhir putusan Mahkamah Kontitusi Nomor
20/PUUXX/2022. Selama&mpat belakali pengujian
judicial reviewtersebut, tidak ada satupun dalam amar
putusan mahkamah yang membatalkan keberlakuan
Pasal 222 Undangndang Nomor 7 Tahun 20%7.

81 Muhammad Fajar Sidiq WidogdMunajad Munajad, and Bahru Rosyid Bazla,
AJudici al Review Terkait Presidential T
Opti k Hak A s\wdassunyl durnalsHulaim data Negata no. 2

(2022): 181, https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.188.

2pPputra Perdana Ahmad Saifull «hdangiPenaf
Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshalhm Undang
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Mahkamah Konstitusi sepanjang sejarah
pengajuanjudicial review selalu menolak substansi
presidential thresholdlengan berbagai pertimbangan
hukum.Argumentasi hukum yang sering disampaikan
Mahkamah Konstitusi adalatpen legal policyyang
berarti persoalan ambang batas pencalonan presiden
ditempatkan oleh Mahkamah sebagai kebijakan
hukum terbuka

Mahkamah berpengat suatu norma Undang
Undang yang masuk ke dalam kategori kebijakan
hukum terbuka maka menurut Mahkamah norma
tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional
yang bersesuaian dengan Undahglang Dasar
1945. Dalam hal presidential thresholdmenuru
mahkamabh itu adalah ranapen legal policyyang
dimana kewenangan mutlak Pembentuk Uneang
Undang untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan
dalam UndangJndang. Presidential Threshold
dianggap merupakan pengejawantahan dari Pasal 6A

Ayat (5) yang menyatakan bahwat at a car

Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Da
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasigéfaho. 1 (2022): 153,
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867.
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pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
lebih lanjut diatur dalam Undadgn d a n g o .

Secara rinci Pasal 56 Undabmgdang
Mahkamah Konstitusi menyebutkan aigmacam
bentuk putusan yaitu permohonan dinyatakan tidak
dapat diterima, permohonan dikabulkan dan
permohonan ditola® Varian lain diluar ketentuan
pasal 56 Undantyndang Mahkamah Konstitusi
terdapat putusaputusan dengan amar dikabulkan,
dengan istilah konstitusional bersyarat,
inkonstitusional bersyarat, putusan yang menunda
pemberlakuan putusan dan putusan yang merumuskan
norma baru.Pemenuhan hak konstitusional warga
negara presidential threshold juga berpotensi
merugikan hak politik seorang wargagaea dalam hal
mengajukan diri sebagai calon Presiden dan calon
Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.

Argumentasi open legal policy yang
disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal
menolak permohonan penghapughresholddalam
istilah lain yaitubarrier to entrybukan tanpa syarat.

Mahkamah Konstitusi membatasi kebijakan hukum

83 saifulloh.
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terbuka selama tidak melangghatasan yang ada
yaitu tidak melanggar moralitas, tidak melanggar
rasionalitas, tidak menciptakan keadilan yang
intolerable, tidak melampaui kewenangan membentuk
UndangUndang, tidak merupakan penyalahgunaan
kewenangan dan tidak nyatgata bertentangan
dengan UUD 1945.

Pemberl&uan sistem presidential threshold
meninggalkan banyak persoalabkuran moralita
sebagaimana dimaksud sebagai syarat kebijakan
hukum terbuka dapat diukwecarasederhana, yaitu
seberapa besar pembentuk undandang memiliki
conflict of interestdengan norma atauUndang
Undang itu sendiri. Membuat norma Pasal 222
UndangUndangPemiihan Umumdemi kepentingan
kekuatarkekuatan politik yang menyusun norma itu
sendirisementaraidsisi lain merugikan secara nyata
kekuatanpartai politik baruyang tidak ikutdalam
merumuskan norma Pasal 222ndangUndang
Pemiihan Umum tersebut apakah bisa dimaknai
sebagai sesuatu yang tidak melanggar moralitas.

Kualifikasi tidak melanggar rasionalitas juga
patut dipertanyakan. Dalam hal ketika hasil Pigrar
Umumanggota DPR 2014 dapat dipakai sebagai dasar
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untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden
Pemilu 2019, atau hasil Petthihn Umum anggota
DPR 2019 digunakan sebagai dasar untuk
mengusulkan calon presiden dan wakil presiden
Pemilu 2024 apakah keadaatemikian termasuk
rasionalitas yang masuk akal. Pemberlakuan
presidential threshold secara jelas merusak
rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi

Pemilu.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian kepustakaan

yang telah dilakukan maka penulimmengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hukum Hakim  Mahkamah
Konstitusi pada Putusan Nomor 73/PUU
XX/2022 batas pencalonan presidgmésidential
threshold merupakan kebijakan hukum terbuka
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/RUU
XX/2022 menolak permohononan para pemohon
untuk séuruhnya dengan tetap mempertahankan
ambang batapresidential thresholdMahkamah
berpendapat dalam hal permohonan sebagaimana
diajukan oleh para pemohon tidak terdapat
persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222
UnadngUndang Nomor 7 Tahun 2017.
Diferensiasi permohonan para pemolaatam hal
menyatakan bahwa ketentuarpresidential
threshold perlu diberikan batasan secara
proporsional, rasional dan implementatif sehingga
tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon
dengan menggunakan metode penghitungan
indeks Effective Numbers of Parliamentary
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Parties (ENPP) mahkamah tetap pada prinsip
bukan ranah kewenangan mahkamah untuk
memutusnya. Mahkamah berpendirian meskipun
berwenang mengadili permohonanguo namun
pokok permohonan tidak beralasan menurut
hukum karena merupakan wilayah kebijakan
hukum terbuka.

Berdasrakarmukum konstitusi atagertimbangan
hukum Hakim Mahkamah Konstitysiterkait
putusan penolakan permohonan pengujian
presidential thresholddengarmenggunakan teori
demokrasi dan teori presidensialisnaglalah
bahwa pemberlakugoresidential thresholdidak
sesuai konsep demokrasyang seharusnya
membuka kesempatan bagi setiap warga negara
yang memang berhak untuk dapat mencalonkan
diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Pemberlakuarpresidential threshold juga tidak
sejalan dengan logika presidensialisme karena
mencampurkan haspemilihan legislatif dengan
syarat pencalonan presidenPemberlakuan
ambang batas pencalonan presiden justru merusak

independensi Presiden sebagai kepala negara
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B. Saran

1)

2)

Masyarakat

Masyarakat berperan secara demokratis dan
partisipatif dalam pelaksanaan pemiluntuk
menghasilkan hasil yang legitimate serta
representatif dari suara masyarakat sehingga hasil
tersebut dapat menghasilkan keadilan dan
kesejahteraan sosial.

Mahkamah Konstitusi

Mahkamaltkonstitusi harus membuka diri terhadap
permohonan pengujian substansi dari norma
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 dengan
menegasikan argumentasi mahkamah mengenai
kebijakan hukum terbuka karena tidak sesuai
dengan kualifikasi yang diciptakan oletahkamah
Konstitusi. Terdapat pelanggaran moralitas serta
rasionalitas dalam pemberlakuapresidential
threshold sehingga mahkamah seharusnya
membuka diri untuk menguji serta membatalkan
pokok permohonan dalam hal penghapusan
ambang batas pencalonan presidntuk pemilihan

umum yang lebih demokratis.
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3)

4)

Dewan Perwakilan Rakyat

DPR sebagai lembaga yang berwenang menyusun
UndangUndang yang dalam hal ini sebagai
positive legislatoiharus menghapus ambang batas
pencalonan presiden atau wakil presiden untuk
kehidupan negara dan persaingan yang lebih
kompetitif dan demokratis.

Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang
melaksanakan Undarigndang harus
melaksanakan pemilu yangesuai dengan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan. adil
Pemerintah dapat mendorong DPR sebagai mitra
koalisi penyusun Undargndang untuk merevisi
UndangUndang pemilu dengan menghapuskan

presidential thresholdi Indonesia.
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11.1]

LAMPIRAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 73/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

I. Partai Keadilan Sejahtera, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama Ahmad Syaikhu
Kewarganegaraan Indonesia
Jabatan Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan
Sejahtera
Alamat MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar
Minggu, Jakarta
2. Nama Aboe Bakar
Kewarganegaraan Indonesia
Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai
Keadilan Sejahtera
Alamat MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar
Minggu, Jakarta
Sebagai P |
IIl.  Nama Salim Segaf Aljufri
Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera
Alamat Jalan Rambutan Nomor 47 Kav. 12A RT. 03/06
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
Sebagai P hon i
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Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2022
dan bertanggal 30 Juni 2022 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H.,
Anggi Aribowo, S.H., M.H., Ahmar lhsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H.,
Faudjan Muslim, S.H. dan Aristya Kusuma Dewi, S.H., para Advokat yang
tergabung dalam Negara Hukum Institute, yang beralamat di Kantor Partai Keadilan
Sejahtera MD Building, Jalan TB Simatupang, Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta,
bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi
kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan
Mahkamah) pada 5 Juli 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi pada 15 Juli 2022 dengan Nomor 73/PUU-XX/2022, yang telah
diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 8 Agustus 2022, pada pokoknya

menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

[1.1] Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai
berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar"
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Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945".

[1.2] Permohonan para Pemohon a quo adalah permohonan pengujian
konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU 7/2017) (Bukti P-1) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat
(2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (Bukti P-2), yang
menyatakan sebagai berikut:

Pasal yang diuji yakni Pasal 222 UU 7/2017:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR
sebelumnya.”
Batu uji yakni:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

“(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum.”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI1945

(3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.”
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[1.3] Permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas
Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap

UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Il. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[2.1] Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah
mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan samay);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

[2.2] Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenubhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguijian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi.
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Pemohon |

[2.3] Merujuk pada Pasal 51 ayat (1) huruf ¢ UU MK, maka badan hukum dapat
menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang. Pemohon | adalah badan
hukum berbentuk partai politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai partai
politik berbadan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.UM.06.08-195 tanggal 27 Agustus 2002 yang terakhir diubah berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan
Musyawarah Il Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Keadilan Sejahtera tanggal 19 April 2021 (Bukti P-3).

[2.4] Dalam hal ini, Pemohon | diwakili oleh Presiden Partai dan Sekretaris Jenderal
yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Partai dan menandatangani
surat dan/atau dokumen penting tertentu berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 4 Maret
2021 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Il Majelis Syura Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (Bukti P-
4). Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga berbunyi:

(1) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai.
(2) Presiden Partai bertindak untuk dan atas nama Partai sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
(3) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Presiden;
b. Sekretaris Jenderal;
c. Bendahara Umum; dan
d. Bidang/Badan.
(4) Presiden bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat dan/atau
dokumen penting tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

[2.5] Pemohon | diwakili oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP Partai
sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2021 Susunan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera yang
dibuat pada 25 Oktober 2021 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 (Bukti P-5). Sehingga, Presiden dan Sekretaris
Jenderal merupakan representasi yang sah untuk mewakili Partai sebagai badan
hukum di muka hukum termasuk mengajukan Permohonan atas nama Partai di

Mahkamah Konstitusi.

[2.6] Pemohon | juga merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum 2019

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-
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Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. (Bukti P-6)

[2.7] Pemohon | merupakan partai politik yang berhasil duduk sebagai salah satu
partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019
tentang Penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanggal 31 Agustus 2019. (Bukti P-7)

[2.8] Pemohon | menyadari bahwa berdasarkan puluhan putusan Mahkamah
Konstitusi terkait presidential threshold, isu mengenai legal standing atau
kedudukan hukum pemohon merupakan salah satu alasan putusan yang seringkali
tidak diterima oleh Mahkamah. Namun dalam putusan-putusan mutakhir
Mahkamah, terdapat penegasan bahwa yang dianggap dapat menjadi pemohon
terkait pengujian Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik peserta pemilu. Mengutip
Putusan Nomor 74/PUU-XVI11/2020, bertanggal 14 Januari 2021 dinyatakan bahwa:

“[3.6] ... Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan
pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang
mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil
presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara
eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.”

“[3.6.3] Bahwa partai politk atau gabungan partai politk peserta Pemilu
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan
partai politik, bukan oleh perorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8
ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik
atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika
Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak
yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan
partai politik peserta Pemilu, bukan perorangan warga negara yang memiliki
hak untuk memilih.”
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[2.9] Lebih jauh, berdasarkan Putusan Nomor 11/PUU-XX/2022 ditegaskan kembali
bahwa partai politk yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau
gabungan partai politk yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum
sebelumnya.

“[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-VI1/2020 tersebut di atas maka partai
politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan
partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum
sebelumnya.”

[2.10] Mahkamah secara konsisten memberikan penekanan mengenai hak
konstitutional dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya dimiliki oleh partai politik
dengan menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian
Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD
1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dari pemilu sebelumnya.

[2.11] Penafsiran Mahkamah mengenai kedudukan hukum partai politik dalam
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 menjadi dasar bagi Pemohon | untuk mengajukan
Permohonan ini sebagai badan hukum partai politk yang menjadi peserta pada

pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2019.

[2.12] Sebagaimana hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD
1945, PKS dalam hal ini sebagai Pemohon | berhak untuk mengusulkan calon
presiden dan wakil presiden. Sayangnya, angka presidential threshold yang tinggi,
berupa 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara
nasional dalam Pasal 222 UU 7/2017, membuat Pemohon | telah dan berpotensi
kehilangan hak konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2)
UUD 1945.

[2.13] Angka presidential threshold yang tinggi, berupa 20% kursi DPR atau 25%
suara nasional yang dicantumkan dalam Pasal 222 UU 7/2017 juga pernah
membuat PKS tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri
pada Pemilu 2019. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Syura Nomor:
02/D/SKEP/MS-VI/PKS/V/1439 tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon
Presiden Republik Indonesia dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden Republik
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Indonesia dari Internal Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 14 Januari 2018, PKS
sebenarnya sudah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019
dari internal Partai (Bukti P-8). Namun, angka presidential threshold yang tinggi,
membuat Pemohon | mendapatkan kerugian konstitusional yang spesifik yakni tidak
dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri atau dari internal
Partai di Pemilu 2019.

[2.14] Angka presidential threshold yang tinggi, berupa 20% kursi DPR atau 25%
suara nasional yang dicantumkan dalam Pasal 222 UU 7/2017 juga membuat PKS
mendapatkan kerugian potensial tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil
presiden sendiri pada Pemilu 2024 mendatang. Jauh-jauh hari PKS sudah
mempersiapkan strategi penokohan sebagai salah satu tahapan dalam proses
pencalonan presiden dan wakil presiden 2024. Salah satunya adalah dengan
memberikan dukungan resmi melalui Surat Keputusan Majelis Syura PKS Nomor
21/SKEP-MMS-III/PKS/VII/1442 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Simbol
Tokoh Partai Keadilan Sejahtera untuk Pemenangan Pemilihan Legislatif, Pemilihan
Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang diberikan kepada Pemohon Il
yakni Salim Segaf Aljufri. (Bukti P-9). Namun, angka presidential threshold yang
tinggi, membuat Pemohon | lagi-lagi berpotensi mendapatkan kerugian
konstitusional karena tidak dapat mengusulkan calonnya sendiri di Pemilu 2024.

[2.15] Hubungan sebab akibat dengan lahirnya Pasal 222 UU 7/2017 dengan
kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon | memang sangat aktual dan
potensial apabila dilihat dari perolehan suara Pemohon | pada Pemilu 2014 dan
Pemilu 2019. Pemohon | sebagai Partai dengan 7,1% kursi DPR dan 6,79% suara
nasional pada Pemilu 2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai
Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 (Bukti P-10) serta 8,21% kursi
DPR, dan 8,7% suara nasional pada Pemilu 2019 (vide Bukti P-7) mengalami
kerugian konstitusional dengan berlakunya angka presidential threshold yang tinggi,

berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.

[2.16] Pemohon | sepakat dengan Mahkamah bahwa presidential threshold
merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Namun,
Pemohon | menilai bahwa open legal policy dari angka-angka presidential threshold
yang saat ini berlaku sangat merugikan Pemohon |. Sehingga, Pemohon | kemudian
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menggunakan forum kekuasaan kehakiman untuk memohon kepada Mahkamah
untuk memulihkan kerugian konstitusional Pemohon | dengan merasionalisasi

angka-angka tersebut.

[2.17] Pemohon | juga mencermati sejumlah putusan yakni Putusan Nomor 51-52-
59/PUU-V1/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 85/PUU-XI1/2014,
bertanggal 24 Maret 2015, dan Putusan Nomor 35/PUU-XI1/2014, bertanggal 26 Mei
2015 yang menyatakan bahwa partai politik yang memiliki kursi di DPR dan/atau
anggota DPR pada dasarnya dianggap tidak memiliki legal standing karena telah
memiliki kesempatan luas dengan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan

keputusan dalam proses lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[2.18] Pemohon | berupaya untuk mencermati kedudukan hukum partai politik
dalam pengujian ini, bahwa pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008,
bertanggal 18 Februari 2009 yang telah sering dirujuk oleh putusan lainnya
menunjukkan bahwa pada dasarnya Mahkamah menerima legal standing partai
politik yang turut membahas UU yang diujikan manakala berkaitan dengan hak
konstitutional yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Dalam Putusan Nomor
51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah menerima legal standing partai politik yang ikut
membahas yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dengan batu uji Pasal 6A ayat (2) UUD
1945 dengan menyatakan:

“sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses
pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya dl DPR, menurut
Mahkamah Pemohon |l memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal
Standing);

sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang
a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah
dipandang merupakan masalah etika politik.

Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa
yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil
bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan
secara institusional atas suatu undang- undang yang dimohonkan pengujian
akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui
pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;”

[2.19] Hal ini berbeda dengan putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24
Maret 2015 yang tidak menerima legal standing pemohon anggota partai politik
dalam pengujian UU 17 tahun 2014 (UU MD3) yang berkaitan dengan tata cara
penunjukan pimpinan DPRD berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak
dikarenakan batu uji UUD 1945 yang digunakan tidak secara eksplisit mengatur hak
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konstitutional anggota DPRD selaku pemohon. Oleh karenanya Mahkamah
Konstitusi menyatakan;

“sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu
Putusan Nomor 51-52-59/PUU-V1/2008. bertanggal 18 Februari 2009, dan
Putusan Nomor 73/PUU-XI1/2014, bertanggal 29 September 2014, yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut
serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional
melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang,
maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang
tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon | tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.”

[2.20] Konsistensi Mahkamah dalam tidak menerima /egal standing partai politik
yang ikut dalam pembahasan juga ditemukan dalam Putusan Nomor 35/PUU-
XI1/2014, bertanggal 26 Mei 2015. Namun dalam pengujian ini, objek pengujian
adalah mengenai penghitungan proporsional terbuka yang dianggap bertentangan
dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang tidak secara eksplisit mengatur hak

konstitusional pemohon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa:

“[3.8] .... telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan
pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR
atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak
dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah
Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut.

Pemohon telah memiliki kesempatan yang luas dalam proses
pembahasan lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu
UU 8/2012 melalui perwakilan (fraksinya) di DPR. Dengan demikian,
Pemohon tidak dapat dianggap memiliki kepentingan hukum untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo kepada
Mahkamah."

[2.21] Secara umum, memang Mahkamah konsisten dengan pandangan bahwa
partai politik dan/atau anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui undang-
undang tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Namun,
secara khusus, Mahkamah juga memberikan pengecualian terhadap perkara di
mana anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui undang-undang dapat
memiliki /egal standing untuk menguji undang-undang yang turut dibahas dan
disetujuinya, sebagaimana yang akan Pemohon jelaskan di bawah ini:
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Kedudukan Hukum Khusus/Hak Eksklusif

[2.22] Kekhususan ini dapat dirujuk pada Putusan Nomor 23-26/ PUU-VIII/2010
yang menyatakan bahwa Mahkamah menerima legal standing anggota DPR yang
ikut membahas dan mengesahkan UU yang dimohonkan. Hal ini didasarkan pada
argumentasi adanya hak eksklusif (kedudukan hukum khusus) yang dimiliki oleh

anggota DPR yang ikut membahas dan mengesahkan sebuah undang-undang.

[2.23] Kedudukan hukum khusus atau hak eksklusif ini hanya dapat terjadi manakala
objek permohonan yang diajukan merupakan hak yang hanya dimiliki oleh subjek
hukum yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Dalam Putusan Nomor 23-26/
PUU-VIII/2010, anggota DPR dapat mengajukan pengujian UU 17/2014 (UU MD3)
terkait hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat yang secara
eksplisit disebutkan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, adanya
hak eksklusif yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang hanya dimiliki oleh
anggota DPR membuat Mahkamah dalam putusan tersebut menerima legal
standing anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui undang-undang yang
diujikan. Lebih jauh Mahkamah menyatakan:

“Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan
posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007,
bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009,
bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah
hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu,
menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam
permohonan ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;”

[2.24] Oleh karenanya, berdasarkan kajian terkait putusan-putusan terhadap legal
standing partai politik dan/atau anggota DPR yang turut membahas dan menyetujui

UU yang diujikan, dapat ditemukan pola sebagai berikut:

Nomor | Nomor51-52. | Nomor 73/PUU- | MOmor | Nomor 3spuu. | Memor 23-
Perkara 59/PUU-VI/2008 XIl/2014 XIl/2014 X1/2014 VII2010
Partai Bulan PDIP Anggota DPRD | Partai Anggota
Bintang (ikut membahas | Partai politik Kebangkitan DPR Partai
Daniohon (lkut membahas | dan menyetujui) | PKS dan PPP Bangsa Golkar,
dan menyetujui) i ikut | (Ikut PKB, Partai
dan | dan yetuji Hanura
menyetujui)
Pasal 6A ayat - Pasal 20 ayat | Pasal 18 ayat Pasal 22E UUD Pasal 20A
Batu Uji (2) UUD 1945 (2) dan (3)UUD 1945 | 1945 ayat (2)
- Pasal 22E (3) UUD 1945
UUD 1945

140



12

Pasal 9 - Pasal 84, Pasal 376 UU - Pasal 5dan - Pasal 77
Undang- - Pasal 97, 17 Tahun 2014 | - Pasal 215 ayat (1),
Undang Nomor | - Pasal 104, tentang MD3 UU Nomor 8 ayat (2),
42 Tahun 2008 | - Pasal 109, Jo. Pasal 354 Tahun 2012 ayat (3),
- Pasal 115, UU Nomor 27 tentang Pemilihan dan ayat
Ketentuan - Pasal 121, Tabun 2009 Umum Legislatif (4),
Presidential dan tentang MD3 Tahun 2014 - Pasal 182
Threshold - Pasal 152 ayat (1),
UU 17 Tahun Ketentuan Ketentuan tentang dan
Norma 2014 tentang tentang kebijakan pemilu - Pasal 184
yang diuji MD3 pimpinan AKD | proporsional ayat (1)
DPRD terbuka dan ayat
Ketentuan 2)
tentang
pimpinan alat Terkait Hak
kelengkapan Angket, Hak
dewan di DPR Interpelasi,
RI Hak
Menyatakan
pendapat
Menerima Legal | Tidak menerima | Tidak Tidak menerima Menerima
Standing Partai | legal i r ima legal | legal i legal
politik yang turut | Pemohon | standing anggota partai standing
membahas (PDIP) karena anggota partai | politik karena anggota
norma yang diuji | politik karena sudah memiliki partai politik
tidak berkaitan sudah memiliki | perwakilan yang meskipun
langsung perwakilan ada di DPRyang | sudah
dengan hak yang ada di turut mem-bahas | memiliki
yang diatur DPR dan menyetujui perwakilan
dalam UUD yang ada di
Pendapat 1945. DPR karena
MK Tata Cara dalam
(Perbedaan tata | penunjukkan perkara ini
cara pemilihan pimpinan yang
pimpinan DPR dipersoalkan
dan DPRD adalah hak
bukan sebuah eksklusif
diskrimimasi) yang hanya
dimiliki oleh
para
anggota
DPR
Norma yang Norma yang diuji | Norma yang Norma yang diuji Norma yang
diuji berkaitan tidak berkaitan diuji Tidak Tidak diuji
dengan dengan hak i Dengan i
Hak konsti- konstitusional Dengan Hak Hak dengan
tutional yang yang i itutional i Hak konsti-
eksklusif dan dan eksplisit di yang secara yang secara tutional yang
eksplisit yang dalam pasal eksklusif dan eksklusif dan eksklusif
Pola diberikan dalam | UUD 1945 yang | eksplisit eksplisit diberikan | dan eksplisit
Pasal 6A ayat dijadikan batu uji | diberikan dalam UUD 1945 | yang
(2) UUD 1945 dalam UUD yang dijadikan diberikan
sebagai batu uji. 1945 yang batu uji. dalam Pasal
dijadikan batu 20A ayat (2)
uji. UUD 1945
sebagai
batu uji.

[2.25] Pertimbangan terkait hak eksklusif ini merupakan bukti konsistensi pola

bahwa terdapat dua jenis pertimbangan yang digunakan.
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Pertama adalah pertimbangan umum yakni Mahkamah tidak dapat menerima legal
standing anggota DPR atau partai politik yang turut serta dalam pembahasan dan
pengambilan keputusan suatu UU yang dimohonkan pengujian sebagaimana dalam
Putusan 73/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor
35/PUU-XI1/2014.

Kedua, pertimbangan kedudukan hukum khusus/hak eksklusif, yakni Mahkamah
menerima legal standing anggota DPR yang turut serta dalam pembahasan dan
pengambilan keputusan UU jika hal tersebut berkaitan dengan hak eksklusif yang
diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak eksklusif tersebut dilanggar oleh
berlakunya undang-undang yang diujikan. Hal ini didasarkan pada putusan Nomor
23-26/PUU-VIII/2010 terkait hak anggota DPR yang dikurangi dalam UU yang
dimohonkan. Begitu pula dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008
khususnya partai politik yang turut membahas mengenai UU 42/2008 terkait

presidential threshold yang diterima legal standing-nya.

Keterlibatan

| Ikut Membahas dan

Mengesahkan

Batu Uji dan Hak
Eksklusif

Contoh

Batu uji UUD 1945 tidak
berhubungan dengan hak
eksklusif dan eksplisit
yang hanya dimiliki oleh
partai politik dan anggota

| partai politik.

Contoh:

1. Penguijian terkait Pasal
22E ayat (3) UUD 1945
terkait dengan hak partai
politik sebagai peserta
pemilu untuk mengirim
anggota DPR dan DPRD
terpilih yang dikaitkan

dengan pasal 84, 97, 104,

109, 115, 121, dan 152
UU MD3 yang membahas
tentang pimpinan AKD di
mana kedua ketentuan
tersebut tidak terkait satu

sama lain secara eksplisit.

2. Pengujian terkait Pasal
22E ayat (3) UUD 1945
terkait dengan hak partai
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Ikut Membahas dan
Mengesahkan |
Batu uji UUD 1945 yang
secara ekskusif dan eksplisit
menyatakan hak partai politik
dan anggota partai politik di
DPR.

Contoh:

1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
terkait hak yang hanya dimiliki
oleh partai politk dalam
mencalonkan calon presiden
dan calon wakil presiden.
Dikaitkan dengan permohonan
Pasal 222 UU 7/2017 tentang
ambang batas pencalonan
calon presiden dan calon wakil
presiden.

2. Pasal 20A ayat (2) UUD
1945 terkait dengan hak yang
dimiliki oleh anggota DPR
terkait hak interpelasi, hak
angket dan hak menyatakan
pendapat. Dikaitkan dengan
permohonan Pasal 77 dan
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politik sebagai peserta Pasal 184 UU MD3 terkait hak
pemilu untuk mengirim interpelasi dan hak
anggota DPR dan DPRD | menyatakan pendapat.

terpilih yang dikaitkan

dengan pasal 5 dan 215

UU Pemilu 2014 tentang

Proporsional Terbuka

yang tidak diatur secara

eksplisit dan berkaitan

secara langsung.

3. Pasal 18 ayat (3) UUD

1945 tentang eksistensi

pemerintahan daerah di

mana terdapat DPRD

yang dikaitkan dengan

pasal 376 UU MD3 terkait

dengan mekanisme

pemilihan pimpinan AKD

DPRD

Putusan Legal Standing Tidak Legal Standing Diterima
Dapat Diterima

[2.26] Pemohon berupaya mencermati, bahwasanya berdasarkan putusan
Mahkamah sebelumnya maka kerugian konstitutional Pemohon | sebagai partai
politik yang turut membahas UU 7/2017, terlepas dari sikap Pemohon | yang walk
out dan tidak ikut dalam persetujuan UU 7/2017, memiliki hak eksklusif yang secara
eksplisit disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 222
UU 7/2017. Hak eksklusif ini juga sejalan dengan berbagai putusan Mahkamah
terkait kedudukan hukum partai politik dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dalam
Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 11/PUU-XX/2022 yang
menyatakan:

“subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon
presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh
para Pemohon adalah partai politk atau gabungan partai politik peserta
pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD
1945."

[2.27] Merujuk pada amar Putusan Nomor 23-26/ PUU-VII1/2010 maka Mahkamah
menegaskan adanya konsep “hak konstitutional eksklusif” yang merupakan hak-hak
konstitutional yang melekat pada anggota DPR. Secara tegas Mahkamah
menyatakan dalam Amar Putusan Nomor 23-26/ PUU-VI11/2010 sebagai berikut:

“Para Pemohon perorangan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan para Pemohon anggota
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DPR memiliki kedudukan hukum (legal standing) khusus untuk permohonan

a quo terkait dengan hak-hak konstitusional yang secara eksklusif melekat

pada anggota DPR;”
[2.28] Pemohon berusaha menggunakan nalar hak eksklusif untuk menjelaskan
kedudukan hukum Pemohon | sebagai partai politik yang turut membahas UU
7/2017, tetapi melakukan pengujian terhadap Pasal 222 UU 7/2017. Penggunaan
hak eksklusif atas hak konstitutional yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal
6A ayat (2) UUD 1945 tegas-tegas memberikan hak konstitutional pencalonan calon
presiden dan calon wakil presiden bagi partai politik secara eksklusif. Hak
konstitutional eksklusif inilah yang digunakan oleh Pemohon | untuk menguji Pasal
222 UU 7/2017 yang mengatur ambang batas pencalonan calon presiden dan calon
wakil presiden yakni 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang secara aktual
dan potensial merugikan hak konstitutional Pemohon | sebagai partai politik
sebagaimana Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

[2.29] Mencermati kedudukan hukum Pemohon I, kedudukan hukum khusus yang
digunakan Mahkamah merupakan dasar argumentasi bahwa hak eksklusif yang
diberikan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya dapat diberikan kepada pemohon
partai politik peserta pemilu sebelumnya. Hak eksklusif inilah yang telah dan
berpotensi kembali dilanggar dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 terkait angka
presidential threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
Menggunakan nalar tersebut, Pemohon | memohon kepada Mahkamah untuk
menerima legal standing Pemohon | dengan alasan-alasan sebagaimana telah

dijabarkan dalam bagian kedudukan hukum ini.

[2.30] Di tengah polemik terjadinya constitutional urgency yang menyita perhatian
publik ini, Pemohon | memohon kepada Mahkamah untuk memberikan kesempatan
pembahasan terhadap substansi Permohonan dengan menerima legal standing
Pemohon | sebagai badan hukum yang memiliki kerugian konstitutional dengan
berlakunya Pasal 222 UU 7/2017.

Pemohon I

[2.31] Pemohon |l adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175041707510001 (Bukti P-11). Oleh
karena itu, merujuk pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, maka perorangan Warga

Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang.
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[2.32] Pemohon Il merupakan Ketua Majelis Syura yang telah diputuskan sebagai
simbol tokoh pemenangan pemilihan presiden 2024 sebagaimana diputuskan oleh
Maijelis Syura PKS berdasarkan Poin 4 Kesimpulan Putusan Majelis Syura ke-4 PKS
Tahun 2021 (Bukti P-12) dan Surat Keputusan Majelis Syura PKS Nomor 21/SKEP-
MMS-11I/PKS/VI1/1442 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Simbol Tokoh Partai
Keadilan Sejahtera untuk Pemenangan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden,
dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. (vide Bukti P-9).

[2.33] Kebijakan internal PKS yang menetapkan Pemohon Il sebagai Simbol Tokoh
Partai yang salah satunya untuk pemilihan presiden merupakan salah satu tahapan
dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Sampai dengan Permohonan ini
diajukan ke Mahkamah, jadwal pencalonan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) bahwa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan
pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Adapun untuk pemilihan calon

presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

[2.34] Belum ada satupun dari partai politik peserta pemilu yang telah
mengumumkan dengan resmi maupun mendaftarkan calon presiden dan calon wakil
presiden. Hal ini dikarenakan potensi koalisi masih sangat dinamis dan membuka
peluang bagi seluruh kandidat yang ditokohkan oleh masing-masing partai politik.
Kelaziman dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa koalisi dalam pencalonan
calon presiden dan calon wakil presiden biasanya akan ditentukan /ast minute
menjelang 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 sebagaimana jadwal yang
ditentukan oleh KPU.

[2.35] Adapun istilah penokohan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022 yang menggunakan frasa
“didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk

mencalonkan diri atau dicalonkan.”

[2.36] Berdasarkan sejumlah putusan Mahkamah terkait pemohon perorangan,
maka secara konsisten Mahkamah menyatakan syarat pemohon perorangan dalam
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 adalah WNI yang dapat membuktikan bahwa dirinya
adalah calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang didukung oleh partai
politik. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal
24 Februari 2022 menegaskan bahwa:

“Adapun perorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat
dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat
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membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung
untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian
hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan
dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945."

[2.37] Kembali secara konsisten Putusan 66/PUU-XIX/2021 ini menjadi dasar
pertimbangan Mahkamah dalam putusan lainnya yakni 5/PUU-XX/2022, 6/PUU-
XX/2022, 7/PUU-XX/2022, 68/PUU-XIX/2021, dan 70/PUU-XIX/2021. Hal ini
menunjukkan bahwa kombinasi antara partai politik dan WNI calon Presiden Pemilu
2024 merupakan amanat dari constitutional interpretation Mahkamah Konstitusi

terkait kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

[2.38] Pemohon |l sebagai WNI mendapatkan kesempatan untuk menjadi Pemohon
hanya apabila dapat membuktikan dukungan dari partai politik atau gabungan partai
politik. Merujuk pada Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021 pembuktian bahwa WNI
adalah kandidat calon presiden ini menjadi sangat penting untuk dibuktikan kepada
Mahkamah. Oleh karenanya Pemohon Il secara khusus memberikan bukti yang
menerangkan bahwa Pemohon Il adalah salah satu kandidat calon presiden yang

didukung oleh Pemohon I.

[2.39] Pemohon Il memiliki hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 6A ayat
(2) UUD 1945 untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang
dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, sesuai dengan intrepertasi
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 di atas.
Hal ini disebabkan partai politik pendukung yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
tidak memenuhi angka presidential threshold yang tinggi, yakni 20% kursi DPR atau
25% suara nasional pada pemilu sebelumnya.

[2.40] Pemohon Il mendalilkan bahwa jika saja angka presidential threshold dalam
Pasal 222 UU 7/2017 tidak terlalu tinggi maka kemungkinan besar kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon Il yakni hak politik berupa right to be candidate
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
tidak akan terhalangi.

[2.41] Kerugian yang dialami oleh Pemohon Il bukan hanya merupakan kerugian
potensial terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden 2024. Lebih dari itu,
Pemohon Il juga pernah mengalami kerugian aktual yang disebabkan oleh tingginya
angka presidential threshold ini. Hal ini dikarenakan pada Pemilu 2019, Pemohon Il
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sebenarnya juga pernah diusulkan oleh Pemohon | sebagai calon Presiden dalam
Pemilu 2019 sebagaimana Keputusan Musyawarah Majelis Syura Nomor
02/D/SKEP/MS-VI/PKS/V/1439 tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon
Presiden Republik Indonesia dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden Republik
Indonesia dari Internal Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 14 Januari 2018 (Vide
Bukti P-8). Sayangnya, angka presidential threshold yang tinggi ini mengakibatkan
terjadinya kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon Il sehingga tidak dapat

dicalonkan oleh Pemohon |.

[2.42] Melalui permohonan ini, Pemohon Il memohon kepada Mahkamah untuk
memberikan perlindungan konstitusional kepada Pemohon Il agar mendapatkan
right to be candidate, setidaknya dengan adanya dukungan partai politik dengan
angka presidential threshold yang rasional sehingga dapat memulihkan hak
konstitusional Pemohon Il untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang
demokratis. Pada akhirnya Pemohon Il berharap bahwa dengan dikabulkannya
permohonan pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak

akan atau tidak lagi terjadi.
Kombinasi Para Pemohon

[2.43] Kombinasi Pemohon | sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 bersama-
sama dengan Pemohon |l sebagai perorangan WNI sebagai salah satu kandidat
calon Presiden yang diusulkan oleh Pemohon | merupakan formulasi yang
disesuaikan dengan constitutional interpretation Mahkamah terhadap Pasal 6A ayat
(2) UUD 1945. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022 menegaskan bahwa:
“Adapun perorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat
dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat
membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung
untuk secara b sama j permoh . Penilaian

kerugian hak konstitusional yang dem-iki'an menurut Mahkamah tetaplah
sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945."

[2.44] Para Pemohon telah mengkaji syarat untuk memiliki kedudukan hukum
sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017. Hal ini dikarenakan
konsekuensi dari kegagalan mendapatkan legal standing berakibat pada tidak
dibahasnya pokok permohonan yang pada dasarnya sangat penting dalam
penguatan sistem presidensial dan demokrasi di Indonesia.

147



19

[2.45] Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat
kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 222 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ditambah lagi dengan
constitutional interpretation Mahkamah terhadap hak konstitusional Pasal 6A ayat
(2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, Para
Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) untuk

mengajukan permohonan a quo.

lll. Arg i Py honan (Posita)/Al Berbeda

Permohonan Tidak “Nebis in Idem”
[3.1] Permohonan a quo bukan merupakan permohonan nebis in idem, walaupun

sudah ada permohonan-permohonan yang diajukan sebelumnya.

[3.2] Para Pemohon telah mencermati ketentuan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 PMK
2/2021 yang menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji ketentuan
UU yang sebelumnya pernah diuji dengan dasar atau alasan pengujian yang
berbeda, sebagai berikut:

“(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar penguijian berbeda
atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

[3.3] Para Pemohon telah mencermati bahwa terdapat puluhan permohonan

sebelumnya terkait dengan pasal a quo, namun dari jumlah tersebut hanya terdapat
4 putusan yaitu: Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Nomor 49/PUU-
XVI/2018; Putusan Nomor 54/PUU-XV1/2018; dan Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022
yang diputuskan dengan amar ditolak oleh Mahkamah dan dipertimbangkan alasan

dan dasar pengujiannya.

[3.4] Oleh karena itu, Para Pemohon menjabarkan perbedaan permohonan ini
dengan permohonan lainnya dalam rangka membuktikan bahwa permohonan ini
tidak sama dengan permohonan yang telah ditolak dan diperiksa substansi atau
pokok perkaranya. Perbedaan yang dimaksud tersebut dapat dilihat dari tabel
berikut:
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Putossn 53/PUU- 49/PUU- 54/PUU- 52/PUU- m“:w
XVi2017 XVI/2018 XVI/2018 XX/2022 i
Alasan PT bukan Open | PT merupakan | PT Tidak sesuai | PT
legal policy. Close Legal dengan nilai- seharusnya adalah
Policy (bukan nilai Pancasila tidak ada Open
open legal yang tidak dapat | karena Pasal legal
policy) terpisah dari B6A ayat (2) policy
UuD 1945 UUD 1945
merupakan
close Legal
Policy
PT berdasarkan | PT membuat PT Tidak sesuai | PT menjadikan | PT
hasil pemilu sulitnya dengan prinsip Pemilu adalah
sebelumnya kehadiran jujur karena dikontrol oleh upaya
tidak relevan calon-calon rakyat dibohongi | Oligarki untuk
untuk diterapkan | altemative dengan Penguasa Penguata
dalam pemilu membuat Modal. n Sistem
berikutnya. pilihannya di Presidens
tahun 2014 ial dan
sebagai dasar Demokra
PT sikedaula
tan rakyat
PT PT merupakan PT mengubah | Angka PT
bertentangan Constitutional konsep adalah
dengan logika Breaching. kandidasi Open
dari bukan Calon legal
pelaksanaan Constitutional Presiden policy
pemilu serentak | Engineering. dan Wakil yang
dan merusak Presiden yang | seharusn
sistem ditentukan ya
presidensial. oleh diberikan
Pasal 6A batasan
ayat (2) UUD oleh MK
1945, sebagai
petunjuk
bagi
pembentu
k undang-
undang
dalam
melaksan
akan
open
legal
policy.
PT adalah Penghitungan PT hanya Angka PT
diskriminasi bagi | PT berdasarkan mengakomodir | terlalu
partai politik hasil Pemilu kepentingan tinggi
baru karena DPR elit politik dan | membuat
tidak dapat Sebelumnya menjadi alat sulitnya
mengusung telah bagi partai muncul
calon presiden menghilangkan politik besar calon
dan calon wakil | esensi untuk presiden
presiden. pelaksanaan menghilangka | dan wakil
Pemilu; n persaingan. | presiden
alternatif
yang
memicu
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terjadinya
polarisasi.
PT dari hasil PT membuat PT Lebih Angka PT
pemilu esensi dari Menutup semestiny
sebelumnya pemilihan Perubahan a
mengeliminasi presiden hilang Aspirasi ditentuka
fungsi evaluasi karena lebih sebagaimana nsecara
di dalam pemilu. | berpotensi Esensi Pemilu | proporsio
menghadirkan Yang nal dan
calon presiden Periodik dan implemen
dan calon wakil Dipilih tatif.
presiden Langsung oleh
tunggal. Rakyat dan
melanggar
asas electoral
Justice
Batu Uji Pasal 1 ayat (3), | Pasal 6 ayat Pasal 6 ayat (2), | Pasal 1 ayat Pasal 1
Pasal 6A ayat (1), Pasal 6 Pasal 6A ayat (2) dan ayat ayat (2),
(2), Pasal 22 ayat (2), Pasal | (5), Pasal 28D (3), Pasal 4 Pasal 6A
ayat (1), Pasal B6Aayat (1) — ayat (1), Pasal ayat (1), Pasal | ayat (2),
22E ayat (2), ayat (5), Pasal | 28F ayat (1) B6A ayat (1) — Pasal 27
Pasal 22E ayat | 22E ayat (1), UUD 1945 ayat (5), Pasal | ayat (1),
(3), Pasal 27 ayat (2), ayat 22E ayat (1), dan Pasal
ayat (1), Pasal (6), dan Pasal Pasal 28D 28D ayat
28 ayat (1), 28D ayat (1) ayat (1), Pasal | (3).
Pasal 28C ayat | UUD 1945 28D ayat (3),
(2), Pasal 28D dan Pasal 28J
ayat (1), Pasal ayat (1) serta
28D ayat (3), ayat (2) UUD
dan Pasal 28| 1945,
ayat (2) UUD
1945.
Petitum Menyatakan Menyatakan Menyatakan Menyatakan Menyatak
Permohonan | Pasal 222 Pasal 222 Pasal 222 Pasal 222 an Pasal
Undang-Undang | Undang- Undang-Undang | Undang- 222
Nomor 7 Tahun | Undang Nomor | Nomor 7 Tahun | Undang Undang-
2017 tentang 7 Tahun 2017 2017 tentang Nomor 7 Undang
Pemilihan tentang Pemilihan Tahun 2017 Nomor 7
Umum (UU No. Pemilihan Umum (UU No. | tentang Tahun
7 Thn2017,LN | Umum (UU No. | 7 Thn 2017,LN | Pemilihan 2017
No. 182, TLN 7Thn 2017, LN | No. 182, TLN Umum (UU tentang
No. 6109) No. 182, TLN No. 6109) No. 7 Thn Pemilihan
bertentangan No. 6109) bertentangan 2017, LN No. Umum
dengan sepanjang frasa | dengan 182, TLN No. | (Lembara
Undang-Undang | “yang Pancasila 6109) n Negara
Dasar 1945 dan | memenuhi sebagai bagian | bertentangan | Republik
tidak persyaratan tidak dengan Indonesia
mempunyai perolehan kursi | terpisahkan Undang- Tahun
kekuatan hukum | paling sedikit dengan Undang Dasar | 2014
mengikat. 20% (dua puluh | Pembukaan 1945 dan tidak | Nomor
persen) dari Undang-Undang | mempunyai 182 dan
jumlah kursi Dasar Negara kekuatan Tambaha
DPR atau Republik hukum n
p b i
25% (dua puluh | Tahun 1945 dan Negara
lima persen) tidak Republik
dari suarasah | mempunyai Indonesia
secara nasional | kekuatan hukum Nomor
pada Pemilu mengikat 5568)
anggota DPR sepanjang sepanjan
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sebelumnya”
bertentangan
dengan UUD
NRI 1945 dan
tidak memiliki
kekuatan
hukum
mengikat.

dimaknai
diberlakukan
pada Pemilu
serentak Tahun
2019.

g frasa
“..yang
memenuh

i
persyarat
an
perolehan
kursi
paling
sedikit
20% (dua
puluh
persen)
dari
Jjumlah
kursi DPR
atau
memperol
eh 25%
(dua
puluh
lima
persen)
dari suara
sah
secara
nasional
pada
Pemilu
anggota
DPR
sebelumn

ya.
bertentan
gan
dengan
uuD
1945 dan
tidak
menmiliki
kekuatan
hukum
mengikat
sepanjan

9
persentas
e tersebut
melebihi
interval
persentas
e sebesar
7% (tujuh
persen) -
9%

(sembilan
persen)
Kursi
DPR.
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[3.5] Berdasarkan pada perbandingan di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat
perbedaan yang mendasar terkait antara alasan dalam permohonan ini dengan
alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya yang diperiksa substansi
perkaranya oleh Mahkamah.

[3.6 Perbedaan yang mendasar adalah permohonan a quo sejatinya tidak seperti
permohonan-permohonan sebelumnya yang diperiksa substansinya dan ditolak
oleh Mahkamah, yang menganggap bahwa presidential threshold bukan open legal
policy (close legal policy). Sedangkan, permohonan ini setuju dengan pandangan
Mahkamah bahwa presidential threshold merupakan open legal policy, tetapi perlu
diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga

tidak merugikan hak konstitusional Pemohon.

[3.7] Berdasarkan landasan tersebut, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah
untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy
melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem
presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range
angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks Effective
Numbers of Parliamentary Parties (ENPP), yang tidak pernah disinggung dalam
permohonan-permohonan yang berkaitan dengan Pasal 222 UU 7 Tahun 2017

sebelumnya.

[3.8] Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk tidak
menetapkan permohonan ini nebis in idem, karena memang ada perbedaaan yang
mendasar berkaitan dengan alasan dan petitum dibandingkan permohonan-
permohonan sebelumnya, sehingga Mahkamah dapat memeriksa pokok perkara
permohonan ini dan tidak memberlakukan secara mutatis mutandis dengan

permohonan-permohonan sebelumnya.
Open Legal Policy

[3.9] Para Pemohon mengapresiasi sejumlah putusan Mahkamah terkait dengan
presidential threshold, seperti dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang
kemudian dikuatkan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan 49/PUU-
XVI/2018, di mana di dalam ratio decidendi Mahkamah berpendapat presidential
threshold merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk
undang-undang.
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[3.10] Keberadaan presidential threshold merupakan sesuatu hal yang sangat
dibutuhkan dalam penguatan sistem presidensial, sehingga pencalonan presiden
dan wakil presiden diajukan oleh partai signifikan di parlemen, kemudian presiden
dan wakil presiden terpilih memperoleh dukungan di parlemen yang memadai.
Meski begitu, dukungan terhadap presiden dan wakil presiden tentu harus secara
proporsional, dengan tetap membuka peluang oposisi untuk melakukan checks and

balances.

[3.11] Para Pemohon memahami bahwa Mahkamah berpendapat penggunaan
presidential threshold dalam Pemilu adalah bagian open legal policy. Namun,
penggunaan presidential threshold dalam pemilu juga diberi batasan oleh
Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang juga
merujuk Putusan Nomor 010/PUU-111/2005. Merujuk kepada Putusan Nomor 51-52-
59/PUU-V1/2008:
“[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal
konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian
isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka
yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-
Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk,
seperti halnya ketentuan Presidential Threshold dan pemisahan jadwal
Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya,
sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau
produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan
ketidakadilan yang intolerable.
Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang
menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang
melampaui_kewenangan membentuk Undang-Undang, tidak merupakan
penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan

UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh
Mahkamah.”

[3.12] Dari dua landmark decisions tersebut, para Pemohon memahami bahwa open
legal policy terkait presidential threshold yang diberikan kepada pembentuk undang-
undang bukanlah sebuah cek kosong (blanco mandaat), melainkan disertai dengan
batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan tersebut adalah: (i) tidak
melanggar moralitas; (ii) tidak melanggar rasionalitas; (iii) tidak menciptakan
keadilan yang intolerable; (iv) kebijakan tidak melampaui kewenangan membentuk
undang-undang; (v) tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan; dan (vi) tidak
nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.
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[3.13] Para Pemohon menilai terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap
enam batasan open legal policy dalam presidential threshold sebagaimana
diamanatkan oleh putusan-putusan Mahkamah a quo, terutama setelah evaluasi
dua pemilu terakhir dan kondisi faktual saat ini, yang akan secara rinci diuraikan oleh
Para Pemohon di dalam Permohonan ini.

[3.14] Pertama, dari segi pelanggaran moralitas. Para Pemohon mencermati
putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang membahas aspek moralitas, seperti
moralitas hukum dan moralitas konstitusi sebagaimana di dalam Putusan Nomor
4/PUU-VII/2009 dan secara tersirat memberikan ukuran atau standar moralitas
sebagaimana di dalam Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018. Ukuran atau standar
moralitas yang tersirat disebut pada Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018 adalah
sebagai berikut:

“[3.14.2] Bahwa selanjutnya apakah kebijakan pembentuk undang-undang
yang menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga
atau lima orang bertentangan dengan moralitas. Dalam hal ini Mahkamah
tidak menemukan adanya pelanggaran moralitas apapun dari kebijakan
demikian. Tidak ada ukuran atau standar moral apapun yang dilanggar atau
terganggu oleh kebijakan hukum demikian, baik jika moralitas dimaksud
semata-mata sebagai kebaikan (goodness) maupun kebenaran (rightness)
maupun _jika moralitas dimaksud _dikaitkan _dengan _kepantasan
(properness) dan ketidakpantasan (improperness).”

[3.15] Dalam menganalis empat ukuran moralitas tersebut, para Pemohon
menggunakan pendekatan maslahah mursalah sebagai salah satu pisau analisis.
Secara harfiah, maslahah berarti penyebab atau sumber sesuatu yang baik dan
bermanfaat, atau seringkali dirujuk kepada kepentingan umum. Hal ini sesuai
dengan kaidah:

daladl byiadpe Y e aleY! G sl
Artinya: “Kebijakan terhadap masyarakat harus mengacu kepada kemaslahatan.”
Oleh karenanya, para Pemohon mendalilkan dari segi moralitas pelaksanaan open
legal policy yang menetapkan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25%
suara nasional tidak membawa kemaslahatan kepada publik, mengingat efeknya
mempersempit adanya calon presiden alternatif, sehingga menciptakan
pembelahan atau polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada dua Pemilu

belakangan ini.
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